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Meninbang     :   a.   bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan  keuangan daerah
dan peningkatan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan
program dan kegiatan pada Satuan  Keija Peran8kat Daerah di
Lin8kungan    Pemerintah    Kabupaten    Sukamara,    diperlukan
petunj uk telmis pelaksanaan mengenal penatausahaan dokumen
administrasi   pembayaran   belanja   dan   pembiayaan   daerah
di]in8kungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;

b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat       :    1.   Undang-Undang Nomor 5 Tahun  2002  Tentang Pembentukan
Kabupaten     Katingan,     Kabupaten     Seruyan,     Kabupaten
Sukamara,  Kabupaten  I.amandau,  Kabupaten  Pulang  Pisau,
Kabupaten   Gunung   Mas,   Kabupaten   Murung   Raya   dan
Kabupaten   Barito   Timur   di   Ptovinsi   Kalimantan   Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002  Nomor  18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;

2.   Undang-Undang  Nomor   17  Tahun  2003  Tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran   Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286) ;

3.   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4355) ;

4.   Undang-Undang Nomor  15 Tahun 2004 Tentang Pemerikeaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan  Negara (Iiembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5.   Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;



6.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah   (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun   2014
Nomor 244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan    Undang-Undang   Nomor   9   Tahun    2015   Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang  Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan liembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

7.   Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  tentang  Dana
Perimbangan   (Lembaran   Negara   Republik  Indonesia  Tahun
2005   Nomor    137,   Tambahan   Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Nomor 4575) ;

8.   Peraturan  Pemerintah  Nomor 56  Tahun  2005  tentang Sistem
Informasi   Keuangan   Daerah    (Lembaran    Negara   Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) ;

9.   Peraturan Pemerintah Nomor 71  Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan I.emharan Negara Republik
Indonesia Nomor 5165) ;

10.Peraturan    Pemerintah    Nomor    12    Tahun    2019    tentang
Pengelolaan   Keuangan   Daerah   (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan liembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322) ;

11. Peraturan Presiden Nomor 16  Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2018  Nomor  33),  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan Presiden Nomor 12  Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas   Peraturan   Presiden   Nomor   16     Tahun   2018   tentang
Pengadaan  Barang/Jasa  Pemerintah  Pemerintah   (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi,     Kodefikasi,     dan     Nomenklatur     Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah  (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Daerah  Kabupaten
Sukanara Tahun  2009  Nomor  4),  sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Sukamara  Nomor   12
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor
4  Tahun  2009  Tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan  Keuangan
Daerah  I.embaran  Daerah  Kabupaten  Sukamara Tahun  2017
Nomor 12 , Tambahan I,embaran Daerah Kabupaten Sukamara
Nomor 49) ;



15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang    Pembentukan    dan    Susunan    Perangkat    Daerah
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan I,embaran Daerah Kabupaten
Sukanara   Nomor   40),   sebagaiman   telah   diubah   dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019
tentang    Perubahan    Atas    Peraturan    Daerah    Kabupaten
Sukamara  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Pembentukan  dan
Susunan  Peran9kat Daerah  Kabupaten  Sukamara (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukanara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67) ;

HEMUTUSEN :

Menetapkan    :   PERATURAN       BUPATI       TERTANG       PRTUNOUX       TEKNIS
PENATAUSAIIAAN   DOKUMEN   ADMINISTRAS]   PEMBAYARAN
BELAN-A    DAN    pEMBLAyAAN    DAERAII    DI    LINGKUNGAni
PEMBRINTAII KABUPATBN SUKAMARA.

BABI
KETENTUAN UMUH

Pasol 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.   Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.   Pemerintah   Daerah   adalah   Kepala   Daerah   sebagai   unsur   penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3.   Bupati adalah Bupati sukamara.
4.   Satuan Kelja Peran8kat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur

perangkat   daerah   pada   Pemerintah   Daerah   yang   melaksanakan   Urusan
Pemerintahan daerah.

5.   Satuan  Kelja  Pengelola  Keuangan  Daerah yang  selanjutnya disingkat  SKPKD
adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

6.   Pengguna Anggaran yang  selanjutnya disin8kat  PA  adalah  pejabat  pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD
yang dipimpinnya.

7.   Kuasa  PA yang  selanjutnya  disingkat  KPA  adalah  pejabat yang diberi  kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi SKPD.

8.   Pejabat  Pengelola  Keuangan  Daerah yang selanjutnya  disin8kat PPKD  adalah
kepala  SKPKD yang mempunyai  tugas  melaksanakan  pengelolaan  APBD  dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

9.   Pejabat   Penatausahaan   Keuangan   Satuan   Kerja   Perangkat   Daerah   yang
selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata
usaha keuangan pada SKPD.

10. Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  yang  selanjutnya  disingkat  PPTK  adalah
pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau bebel.apa kegiatan dari
suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagal BUD.

12. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.



13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,  menyimpan,
membayarkan,  menatausahakan  dan  mempertanggungjawabkan  uang  untuk
keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

14. Keuangan  Daerah  adalah  semua  hak  dan  kewajiban  daerah  dalam  rangka
penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah yang dapat dinilal dengan  uang sem
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.

15. Pengelolaan  Keuangan  Daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan  yang  meliputi
perencanaan,     penganggaran,     pelaksanaan,     penatausahaan,     pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

16. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat  APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
19. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
20. Belanja TTansfer adalah pengelualun uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada

entitas pehporan lain, temiasuk dana perimbangan dan dana bari hasil.
21. Pembiayaan daerah adalah setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, balk

pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Dokumen   Pelaksanaan   Anggaran   Satuan   Kelja   Perangkat   Daerah   yang

selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan
belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan Pembiayaan
SKPD  yang  melaksanakan  fungsi  bendahara  umum  daerah  yang  digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

23. Anggaran   Kas   adalah   perkiraan   arus   kas   lnasuk   yang   bersumber   dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanal pelaksanaan APBD dalam setiap periode.

24. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan  tersedianya  dana  sebagai  dasar  penerbitan   surat  pemiintaan
pembayaran atas pelaksanaan APBD.

25. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disin8kat SPP adalah dokumen
yang digunakan untuk mengajukan pemintaan pembayaran.

26. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kelja dalam
jumlah   tertentu   yang   diberihan   kepada   bendahara   pengeluaran   untuk
membiayal   kegiatan   operasional   pada   SKPD/Unit   Kelja   dan/atau   untuk
membiayai  pengeluaran  yang  menurut  sifat  dan  tujuannya  tidak  mungldn
dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

27. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kelja yang
bersifat  pengisian   kembali   (revolving)  yang  tidak  dapat  dilakukan  dengan
pembayaran langsung.

28. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen
yang diajukan oleh bendaharan pengeluaran untuk permintaan pengganti uang
persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

29, SPP  Tambahan  Uang  Persedfaan  yang  selanjutnya  disingkat  SPP-TU  adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tanbahan
uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan
tidak dapat digLmakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

30. Tambahan  Uang  Persediaan yang  selanjutnya disingkat TU  adalah  tambahan
uang   muka   yang   diberikan    kepada   bendahara   pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu untuk membiayal pengeluaran atas pelakcanaan APBD
yang tidak cukup di danai dari UP dengan batas waktu dalani 1 (Satu) bulan.



31. SPP   I.angsung  yang   selanjutnya   disingkat   SPP-rs   adalah   dokumen  yang
diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk pemintaan pembayaran langsung
kepada pihak ketiga atas dasar peljanjian kontrak kelja atau surat perintali kelja
Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu
pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

32. Pembayaran   lmgsung  yang   selanjutnya  disingkat  rs   adalah  Pembayaran
I.angsung  kepada  bendahara  pengeluaran/penerima  hak  lainnya  atas  daar
peljanjian  kelja,  surat  tugas  dan  atau  surat  perintah  kelja  lainnya  melalui
penerbitan surat perintah membayar langsung.

33. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disin8kat SPM adalah dokumen yang
digunakan   untuk   penerbitan   surat  perintah   pencalran   dana  atas  beban
pengeluanan DPA-SKPD.

34. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen
yang digunakan  untuk  penerbitan  surat perintah  pencairan  dana  atas  beban
pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagal UP untuk mendanai Kegiatan,

35. Surat  Perintah  Membayar  Ganti  Uang  Persediaan yang  selanjutnya  disingkat
SPM-GU  adalah  dokumen  yang  digunakan  untuk  penerbitan  surat  perintah
pencairan dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan
untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

36. Surat   Perintah   Membayar  TU   yang  selanjutnya   disingkat  SPM-TU   adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas
beban   pengeluaran   DPA-SKPD,   karena   kebutuhan   dananya   tidak   dapat
menggunakan LS dan UP.

37. Surat Perintah  Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS  adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas
beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

38. Surat   Perintah   Pencairan   Dana  yang   selanjutnya   disingkat  SP2D   adalah
dokumen yang digLmakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

39 . Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-
prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan pemerintah.

40. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD adalah
rangkaian sistematik dari prosedur,  penyelenggara,  peralatan dan elemen lain
untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi  sampai dengan
pelaporan keuangan di lin9kungan organisasi Pemerintahan Daerah.

Pacal 2
( 1 )  Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi petunjuk teknis kelengkapan

dan  pelaksanaan  penatausahaan  dokumen  administrasi  pembayaran  belanja
dan pembiayaan daerah dilingkungan Pemerintah  Kabupaten  Sukamara tidak
termasuk dana-dana yang dikelola langsung oleh  SKPD/sub  unit SKPD yang
penerimaan dan pengeluarannya tidak melalui Kas Daerah.

(2)  Petunjuk Telmis Sebagaimana dinaksud pada ayat ( 1) , tercantum dalam lanpiran
dan merupakan baSan yang tidak terpisahkan deri Peraturan Bupati ini.

BAD Ill
KETENTtJAH LAIN-RAIN

Part 3
Kuasa    BUD    dapat    meminta    tambahan    dokumen    kelengkapan    SPP-SPM
UP/GU/TU/LS  kepada  PPK-SKPD/PPK-Unit  SKPD  yang  belum  tercantum  dalam
lampiran Peraturan Bupati ini apabila diperlukan.



BAD rv
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Pant 4
Pada sant Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Dokumen Administrasi Pembayaran
Belanja  Daerah  Di  Lingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Sukamara,  dicabut  dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pand 5
Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahhan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukanara.

Ditetapkan di Sukanara
pada tanggal,   26  Agistus  £C`21

Diundan8kan di Suhamara
Padatanggal,   26  Ag`isti."   zozi
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LJLIT-
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR  2FTAHUN 2021

PRTUNTtJK TEEINIS PENATAUSAIIAAN
DOxumH AD»msrmAsl pEntBAyARAH

BEIAn.A DAN pEniBIAyAAli DAERAII
DI LINGHUNGAH PEMBRINTAII KABUPATEN SUXAMARA

BAB[

P-UAV
Pengelolaan  keuangan  daerah  adalah  keseluruhan  kegiatan yang meliputi

perencanaan,  pelaksanaan,  penatausahaan,  pelaporan,  pertanggung).awaban  dan
pengawasan keuangan daerah. Penatausahaan keuangan daerah yang merupakan
bagian dari pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam proses
pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Pengelolaankeuangandaerahhamsdilaksanakansesualdenganperaturanan
perundang-undangan  sehingga terselenggara dengan  baik dan  benar,  tertib,  taat
aturan,   efektif,   efisien,   ekonomis,   transparan   dan   bertanggungjawab   dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Upayapeningkatankualitaspengelolaankeuangandaerahtelahdilakukhancan
oleh  seluruh jalaran  pemerintah Kabupaten  Sukamara dan  salah  satunya adalah
terkait  dengan  penatausahaan  dokumen  adnrfetrasi  pembayaran  belanja  dan
pembiayaan  daerah,  namun  dalam  penyelenggaraan  penatausahaan  keuangangan
daerah masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan. Hal
tersebut  disebabhan  cepatnya  perubahan  peraturan  perundang-undangan  yang
terkalt  pengelolaan  keuangan  daerah yang  selalu  mengikuti  perkembangan  yang
dipicu oleh kemajuan pada bidang teknologi infomiasi.

Pemerintah  Kabupaten  Sukamara  sela]u  berupaya  meningkatkan  kualitas
peengelolaan   keuangan   dengan   selalu   melakukan   perubahan   serta   perbaikan
kebi).akan-kebijakan pengelolaan keuangan daerah salah satunya mengenai peturijuk
tteknis   administrasi   dan   penatausahaan   dokumen   pengeluaran   aLgar   terdapat
kesamaan pemahaman antara pejabat pengelola keuangan balk pada SKPD maupun
pada SKPKD khususnya pada Kuasa BUD,  demi terwuj.udnya sistem pengendalian
intern  pemerintah  yang  baik  sehingga  dengan  sendirinya  dapat  meninghatkan
akuntabilitas keuangan daerah dilin8kungan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Untuk  mewujudkan   kesanaan   pemahaman   tersebut,   dalam  pelaksanaan
penatausahaan  keuangan  daerah  diperiuhan  perubahan  pedoman  khususnya  yang
tteckait dalam proses pembayaran yang nantinya bempa Petunj uk 'felmis Penafausahaan
Dokumen Adndnistrasi Pembayaran Belanja Dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah agrr
terwujud  tertb  administrasi  penatausahaan  dan  pertanggungjawaban  pelaksanaan
anggaran yang berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang sesual
dengan peraturan perundangan yang beriaku.

Even
aAueARAN UMUM PRTunouK TEREls

A.   Pezlgertlan PetunJuk Teknls

Petunjuk  teknis  pelaksaLnaan  penatausahaan  dokumen  administrasi
pembayaran    belanja    dan    pembiayaan    daerah    dilingkungan    Pemerintah
Kabupaten Sukamara, merupakan pedoman yang tertulis untuk dijadikan acuan
oleh SKPD maupun SKPKD dalam proses  penehoitan dan penyampaian SPP dan
SPM sampai dengan penerbitan SF2D.
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Substansi petunjuk telmis merupakan uraian yang sangat jelas dan rinci
mengenal  apa  yang  dipersyaratkan  dalam  dokumen  pembayaran,   standar
pencapaian  pada  suatu  unit  kelja,  untuk  pengawasan  kualitas  dan  proses
penjaminan kualitas dan memastikan penerapan berbagal aturan.

8.  H&nfaat Petunjuk Tehis

Petunjuk  teknis  penatausahaan  dokumen   administrasi  pembayaran
belanja dan pembiayaan daerch dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara
diharapkan dapat menjadi :
1.   Standarisasi dokumen kelengkapan administrasi pembayaran pada SKPD.
2.   Standarisasi dokumen kelengkapan SPM yang dilakukan oleh Kuasa BUD

yang disampaikan  oleh SKPD.
3.   Instrumen untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin

dilakukan oleh pejabat pengelola keuangan pada SKPD dan SKPKD.
4.   Pedoman     untuk     memastikan     pelcksanaan     tugas    penyelenggarann

perbendaharaan dapat berialan dengan baik.
5.   Informasi mengenal kewenangan dalam proses pembayaran antara SKPD dan

SKPKD.

C.   mcksud dan Tujuan

Penyusunan  Petunjuk  Te]mis  Penatausahaan  Dokumen  Administl.asi
Pembayaran   Belanja   dan   Pembiayaan   Daerah   Di   Lingkungan   Pemerintah
Kabupaten  Sukanara,      dimaksudkan  sebagai  hahan  acuan  dan  sekaligus
sebagal alat pengendali dalam pelaksanaari administrasi pembayaran.

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini sebagai pedoman kepada SKPD
dan SKPKD sampal sejauh mana bentuk konkrit yang dapat dilakukan untuk
mencapai tujuan penyelenggaraan pelaksanaan administrasi pembayaran dan
tersedianya pedoman pada seluruh SKPD serta mempemiudah pengendalian dan
pengawasan dalaln pelaksanaan pembayaran belanja, transfer dan pembiayaan.

Dengan  adanya  petunjuk  teknis  ini  diharapkan  mampu  mewujudkan
pemerintahan yang balk dan bersih sesuai dengan apa yang diharapkan oleh
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan
Yang Bersih, Berwibawa dan Bebas Dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme.

BAD Ill
PBTUNJUK TEKNIS

A.   Dokumen Kel&ngkapan SPP-SPM
1.   Belanja opemsl

a.   B®lanja p®ga"1
1.    Gall Dan Tunjangan ASH

a.   QaJl    ]nduk    mekanisme    pembayaran    melalui    SPP-SPM-IS,
dokumen kelen8kapan antara lain sebagai berikut :
.     Daftargrl.i
-     Daltar rekapkulit
-     Daftar perubahan gaji pegawal
-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pernyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat  Pemyataan  Telah   di   Verifikasi   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     E-billing pajak pph 21
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b.   Gajl   Susiihn,   mekanisme  pembayaran   melalui   SPP-SPM-I.S,
dokumen kelengkapan antara lain sebagai berikut :
-     Daftargaji susulan
-     Daftar rekap kulit
-     Fotacopy SKPP
-     Nomor Rekening
-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat  Pemyataan  Telah   di  Verifikasi   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD

c.   Gajl  Susuhn  karena  dljatuhl  hukuman  dlslpilln,  mekanisme
pembayaran   SPP-SPM-LS,   dokumen  kelengkapan  antara  lain
sebagai berikut :
-     Nomorrekening
-     Fotocopy sK pangkat terakhir
-     Fotocopy sK hukuman disiplin
-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat  Pemyataan  Telah  di  VerifikaLsi   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD

d.   t[®kumngan GaJi, mekanisme pembayaran melalui SPP-SPM-LS,
dokumen kelenghapan antara lain sehaLgai berikut :
-     Dafter kekurangan gaji
-     Daftar rekap kulit
-     Fotocopy sK kenalkan pangkat
-     Fotocopy sK kenaikan gaji berkala
-     Fotocopy sK pelantikan
-     F`otocopy sK inpasing/penyesualan jabatan
-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat  Pemyataan  Telah  di  Verifikasi   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD

e.   Tunjangan jabatan, mekanisme pembayaran melalui SPP-SPM-
LS, dokumen kelengkapan antara lain sebagai berikut :
-     Fotocopy sKjabatan struktural
-     Fotocopy sKjabatan fungsional
-     Fotocopy sK inpasing/penyesualan jabatan
-     Fotocopy surat pemyataan pelantikan
-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat  Pemyataan  Telch  di  Verifikasi  PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD

f.    Gajl  Teriisan,   mekanisme  pembayaran   melalui   SPP-SPM-LS,
dokumen kelen8kapan antara lain sebagdi berikut :
-     Nomorrekening
-     Fotocopy  surat  keterangan  kematian  dari  Kelurahan/Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil
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Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD
Surat Pemyataan Tanggung].awab PA/KPA
Surat  Pemyataan  Telah   di  Verifikasi   PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD

2.   Thmbahan pengha.ll PHS
1.   Tambchan  penghasilan  berdasarkan  Beban  Kelja  ASN  dengan

mekanisme     pembayaran     melalui     SPP-SPM-LS,     dokumen
kelenctcapan antara lain sebagal berikut :
-     Surat keputusan  kepala SKPD tentang penerima tambahan

penghasilan
-     Dafter perhitungan tambaihan penghasilan
-     Daftar penerima, potongan pajak dan dafter nomor rekening

penerima yang masih aktif
Daftar hadir penerima
B-billin8
Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD
Surat Pemyataan Tanggungjawab PA/KPA
Surat  Pernyataan  Telah  di  Verifikasi  PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD

2.   Tambahan   penghasilan   berdasarkan   tempat   bertugas   ASN
dengan mekanisme pembayaran melalui SPP-SPM-LS,  dokumen
kelengkapan antara lain sebagal berikut :
-     Surat keputusan kepala SKPD tentang penerima tambahan

penghasilan
-     Daftar penerima, potongan pajak dan dafter nomor rekening

penerima yang masih aktif~     Surat pemyataan aktif bertugas oleh pejabat yang berwenang
-     Daftar hadir penerima
-      B-Billin8
-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
•     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat  Pemyataan  Telah  di  Verifikasi   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD

3.    Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kelja ASN dengan
mekanisme     pembayaran     melalui     SPP-SPM-LS,     dokumen
kelengkapan antara lain sebagal berikut :
-     Surat keputusan kepala  SKPD tentang penerima tambahan

penghasilan-     Daftar penerima, potongan pajak dan daftar nomor rekening
penerima yang masih aktif-     Surat pemyataan aktif bertugrs oleh pejabat yang berwenang

-     Daftar hadir penerima
-      E-Billing
-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat  Pemyataan  Telah  di  Verifikasi   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
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4.   Tambahan  penghasilan  berdasarhan  kelangkaan  profesi  ASN
dengan mekanisme pembayaran melalui SPP-SPM-LS,  dokumen
kelengkapan antara lain sebagai berikut :
-     Surat keputusan kepala SKPD tentang penerima tambahan

penghasilan-     Daftar penerima, potongan pajak dan daftar nomor rekening
penerima yang masih aktif

-     Daftar hadir penerima
-     B-biling
-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pernyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat  Pemyataan  Telah  di  Veririkasi   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD

5.   Tambchan penghasflan berdasarkan prestasi keria ASN dengan
mekanisme     pembayaran     melalui     SPP-SPM-LS,     dokumen
kelengkapan antara lain sebagal berikut :
-     Surat keputusan  kepala  SKPD  tentang penerima tambahan

penghasilan-     Daftar penerima, potongan pajak dan daftar nomor rekening
penerima yang masih aktif

-      E-Billing
-     Checklist   yang   ditandatangani   olch   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataen Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat  Pernyataan  Telah  di  Verifikasi  PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD

6.   Tambahan   penghasilan   berdasarkan   disiplin   kelja   dengan
mekanisme     pembayaran     melalui     SPP-SPM-LS,     dokumen
kelen8kapan antara lain sebagai berikut :
-     Surat keputusan kepala SKPD tentang penerima tanbahan

penghasilan
-     Daftar penerima, potongan pajak dan daftar nomor rekening

penerima yang masih alrdf
-     Rekapabsensi
-      E-Billing
-     Checklist yang ditandatangani oleh FPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat   Pemyataan  Telah  di  Verifikasi   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD

7.   Tambahan penghasilan berupa uang makan dengan mekanisme
pembayaran melalui SPP-SPM-LS, dokumen kelengkapan antara
lain sebagai berikut :
-     Surat keputusan kepala SxpD tentang penerima tamhahan

penghasilan-     Daftar penerina, potongan pajak dan daftar nomor rekening
penerima yang masih aktif-     Rekapabsensi

-      E-Billing
-     Cheeldist yang ditandatangani oleh FPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat  Pemyataan  Telah   di   Verifikasi  PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
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3.   Tambahan   Penghasllan   BerdasorlEan   Pertlmbangan   ObJektlf
Lainnya Asp
1.   Belanja lnsentif Bagi ASN  Atas  Pemungutan  Pajak  Daerah  dan

Rethbust Daerah  dengan mekanisme  pembayaran melalui  SPP-
SPM-LS, dokumen kelengkapan antara lain sebagal berikut :
-     Surat keputusan bupati
-     SKpetugaspemungut
-     haporan realicasi
-      E-Billing
-     Daftar penerima, potongan pajak dan daftar nomor rekening

penerima yang masih aktif
-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat  Pemyataan  Telah   di   Verifikasi  PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD

2.   Belanja Tunjangan  Profesi  Guru,  Tunjangan  Khusus Guru  dan
Tambahan     Penghasilan     Guru     ASN     dengan     mekanisme
pembayaran melalui SPP-SPM-LS , dokumen kelengkapan antara
lain sebagai berikut :
-     Surat    keputusan    dari    kementerian    tentang    penerima

tunjangan dan tambahan pengivasilan
-      E-Billing
-     Daftar penerima, potongan pajak dan daftar nomor rekening

penerima yang masin aktif
-     Daftar Hadir penerima
-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataan Tanggunedawab pA/KPA
-     Surat   Pemyataan  Telah  di   Veririkasi   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD

3.   Belanja  Honorarium  dengan  mekanisme  pembayaran  melalui
SPP-SPM-LS, dokumen kelengkapan antara lain sebagal berikut :
-     Surat       keputusan        tentang       penunjukan        pejabat

penanggungjawab       pengelola       keuangan ,       pengadaan
barang/jasa dan peran8kat UKPB`J
E-Billin8
Daftar penerima, potongan pqjak dan daltar nomor rekening
penerima yang masih aktif
Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD
Surat Pemyataan Tanggungjawab PA/ KPA
Surat  Pemyataan  Telah  di  Verifikasi  PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD

4.   Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan
dengan mekanisme pembayaran melalui SPP-SPM-LS ,  dokumen
kelengkapan antara lain sebagai berikut :
-     Surat keputusan bupati
-     SK penerimainsentif
-     Laporan realisasi
-      E-Billing
-     Daftar penerima, potongan pajak dan daftar nomor rekening

penerima yang masih aktif
12



Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD
Surat Pemyataan Tanggunedawab PA/KPA
Surat  Pemyataan  Telah  di  Verifikasi  PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD

5.   Belanja   Jasa   Pengelolaan    BMD   yang   tidak   menghasilkan
pendapatan  dengan  mekanisme  pembayaran  melalui  SPP-SPM-
LS, dokumen kelengkapan antara lain sebagal berikut :
-     Surat   keputusan   tentang   penunjukan   sebagal   pejabat

pengelola BMD-     Daftar hadir penerima
-      E-Billing
-     Daltar penerima, potongan pqjak dan daltar nomor rekening

penerima yang masih aktif
Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD
Surat Pernyataan Tanggung).awab PA/ KPA
Surat  Pemyataan  Telah  di  Verifikasi   PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD

4.   Behnja Gajl dan Ttinjangan DPRD
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD dengan mekanisme pembayaran
melalui  SPP-SPM-LS,  dokumen  kelengkapan  antara  lain  sebagai
berikut :
-     Daftargaji
-     Daftarrekap kulit
-      E-billingpph
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-      Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

5.   Belanja Gajl dan T`injangan KDH/WKDH
Belanja   Gaji   dan   Tunjangan   KDH/WKDH   dengan   mekanisme
pembayaran melalui SPP-SPM-LS, dokumen kelengkapan antara lain
sebagai berikut :
-     Daftargaji
-     Dafter rekap kulit
-      B-billin8Pph
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggunatawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

6.   Belanja Penerlmaan Lalnnya Plmplnan DPRD serta KI)H/WKDH
a.    Belanja  dana  operasional  pinpinan  DPRD  dengan  mekanisme

pembayaran melalui SPP-SPM-LS, dokumen kelengkapan antara
lain sebagal berikut :
-     Pakta integritas
-     Daftar penerima belanja
-     Kwitansi pembayaran
-     I.aporan hasil pelakeanaan penggunaan belanja
-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat  Pemyataan  Telah  di  Verifikasi  PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
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b.   Belanja   dana   operasional   KDH/WKDH   dengan   mekanisme
pembayaran melalui SPP-SPM-IS, dokumen kelengkapan antara
lain sebagal berikut :
-     Pakta integritas
-     Daftar penerima belanja
-     Kwitansi pembayaran
-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataan Tanggunedawab pA/KPA
-     Surat  Pemyataan  Telch   di   Verifikasi   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD

b.   Belanja Barang dan Jasa
1.   Belanja Barang (PalEal Habls, Tall Habls PalEal, Bekas Dlpahal)

a. Kurang atau s/d Rp. 10.000.000,-dengan mekanisme pembayaran
melalui SPP-SPM-UP/GU/TU, dokumen kelen8kapan antara lain
sebagai berikut :
-     Bukti pembelian/pembayaran
-     Bukti setoran pajak
-     Undangan jika bersifat rapat/sosialisasi
-     Daltar  hadir  untuk  makan  minum  harian  pegawai,  rapat,

tamu dan pelatihan
-     Bukti penerinaan barang persediaan
-     Bukti transfer melalui cMs dari bendahara dan pA/KPA
-     Surat pemohonan pencairan
•     Bukti lunas pembayaran pajak daerah
-     Dokumentasi
-     Fotocopy buku tabungan/buku cek/referensi bank/Rekening

kOran
-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat  Pemyataan  Telah   di  Verifikasi   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pernyataan Tanggungjawab pA/KPA

b.   Lebih  dari  Rp.   10.000.000,-   dengan  mekanisme  pembayaran
melalui SPP-SPM-LS, dokumen kelengkapan antara lain sebagai
berikut :
-     Kwitansi pembayaran untuk nilai pengadaan paling banyak

sebesar            Rp. 50.000.000,-
-     Surat perintah Kerja digunakan untuk nilal pengadaan :

-     Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilal paling banyak
sebesar          Rp.100.000.000,-

-     Pengadaan Barang Jasa lainnya dengan nilai sebesar Rp.
50.000.000,-s/d Rp. 200.000.000,-

-     Pengadaan   Pekeljaan   Konstruksi   dengan   nilal   paling
banyak sebesar Rp. 200.000.000,-

Surat Peljanjian digunahan untuk nilai pengadaan :
-     Pengadaan   barang   pekeljaan   konstruksi/jasa   lainnya

dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,-
-     Pengadaan  Jasa  Konsultansi  dengan  nilai  di  atas  Rp.

loo.000.000,-
Surat  Pesanan  untuk  pengadaan  barang/jasa  melalui  8-
purchasing,     untuk     Bal.ang/Pekerjaan     Konstruksi/Jasa
Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau
Toko Daring.
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Perhitungan rincian pembayaran
Undangan jika bersifat rapat/ sosialisasi
Daftar  hadir  untuk  makan  minum  harian  pegawai,  rapat,
tamu dan pelatihan
List   daftar   mama   yang   diundang   untuk   makanan   dan
minuman rapat, tamu, sosialisasi dan pelatihan
BA  serah  terima  barang dari  penyedia  ke  PPKom  diketahui
oleh pengguna barang

-     BA serah terima barang dari ppKom ke  PA/KPA
-     BA serah terima barang dari pengguna barang ke pengurus

barang
-     BA pemeriksaan hasil pengadaan/pekeljaan
-     Surat permohonan pembayaran
-     BApembayaran
-     Bukti lunas pembayaran pajak daerah
-     Bukti setoran denda keterlambatan pekeljaan apabila ada
-     Dokumentasi
-      E-Billin8
-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat  Pemyataan  Telah   di  Verifikasi   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Bukti penerimaan barang persediaan

2.   Belanja Jasa
a.    Belanja    Jasa    Kantor    Untuk    Rlnclan    ObJek    Belanja
5.1.02.02.01

Belanja jasa kantor untuk ASN dengan mekanisme pembayaran
melalui SPP-SPM-LS, dokumen kelengkapan antara lain sebagai
berikut :
-     Surat keputusan
-     Surat perintah Kelja digunakan untuk nilai pengadaan :

-     Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak
sebesar          Rp.100.000.000,-

-     Pengadaan Barang Jasa lainnya dengan nilai sebesar Rp.
50.000.000,- s/d Rp. 200.000.000,-

-     Surat pezjanjian digunakan untuk nilai pengadaan :
-     Pengadaan   jasa   lainnya   dengan   nilai   di   atas   Rp.

200.000.000,-
-     Pengadaan  Jasa  Konsultansi  dengan  nilai  di  atas  Rp.

100.000.000,-
-     Perhitungan rincian pembayaran
-     Suratpermohonan
-     SK penetapan pihak ketiga
-     Surat/nota/faktur tagihan dari penyediajasa
-     Daftar perhitungan lembur
-     Suratperintah lembur
-     Daftar hadir (untuk pembayaran moderator, pembawa acara,

pembaca doa, dan lain-lain)
-     Surat Tugas (apabila petugas dari luar SKPD pelaksana)
-     Undangan jika sifatnya mengundang pihak ketiga
-      E-Billing
-     Daftar   penerima,   potongan   pajak   dan   daftar   rekening

penerima yang masih aktif
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-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD

-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-      Surat  Pemyataan  Telah  di  Verifikasi  PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Kwitansi pembayaran

3.   Belanja Jasa
a.   Belanja Jaso Kantor Untuk RInclan Ot)j®k B®lanja 5.1.02.02.01

Belanja jasa kantor untuk ASN dengan mekanisme pembayaran
melalui SPP-SPM-LS, dokumen kelengkapan antara lain sebagai
berikut :
-     Suratkeputuson
-     Surat perintah Kelja digunakan untuk nilai pengadaan :

-     Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak
sebesar Rp.100.000.000,-

-     Pengadaan  Barang  Jasa  lainnya  dengan  nilal  sebesar
Rp.50.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-

-     Surat peijanjian digunakan untuk nilal pengadaan :
-     Pengadaan    jasa     lainnya     dengan     nilai     di     atas

Rp. 200.000.000,-
-     Pengadaan   Jasa   Konsultansi   dengan   nilai   di   atas

Rp.100.000.000,-
-     Perhitungan rincian pembayaran
-     Surat permohonan
-      SK penetapan pihak ketiga
-     Surat/nota/falctur tagihan dari penyediajasa
-     Daftar perhitungan lembur
-     Surat perintah lembur
-     Daftar hadir (untuk pembayaran moderator, pembawa acara,

pembaca doa, dan lain-lain)
-     Surat Tugas (apabila petugas dari luar SKPD pelaksana)
-     Bukti   transportasi/bukti   pengeluaran   rill   Oika   dari   luar

kabupaten Sukamara)
-     Undangan jika sifatnya mengundang pihak ketiga
-     Tiket,  bill  hotel,  dan  lain-lain  a.ika  transportasi  dari  agen

resmi, dan lainnya)
-      E-Billing
-     Daftar   penerima,   potongan   pajak   dan   daftar   rekening

penerima yang masih aktif
-     Checldist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-      Surat pemyateLan Tanggungjawab pA/KPA
-      Surat  Pemyataan  Telah  di  Verifikasi  PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Kwitansi pembayaran

b.   B®lanja luran Jamlnan/Asuransl Untuk Rlnclan Objek Belanja
5.1.02.02.02
Belanja iuran jaminan/asuransi dengan mekanisme pembayaran
melalui SPP-SPM-LS, dokumen kelengkapan antara lain sebagal
berikut :
-     Kwitansi/bukti pembayaran
-     Rekapitulasi tagihan
-      Nota Dinas
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Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD
Surat Pemyataan Tanggungjawab PA/ KPA
Surat  Pemyataan  Telah  di  Verifikasi  PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD

c.   Belanja   Sowa   Tanah,   P®mlatan   dan   Mesln,   Gedung   dan
Bangiinan,   Jalan,   Jaringan   dan   lrlga8l   Serta  A8et   T®tap
Lalnnya
Belanja   Sewa   Tanah,    Peralatan   dan   Mesin,    Gedung   dan
Bangunan, Jalan, Jaringan dan Irigasi Serta Aset Tetap Lainnya,
dengan       mekanisme       pembayaran       melalui        S PP-SPM-
LS/UP/GU/TU,   dokumen   kelengkapan   antara   lain   sebagal
berikut :
1.   Kurang    atau    s/d    Rp.10.000.000,-    dengan    mekanisme

pembayaran      melalui      SPP-SPM-UP/GU/TU,       dokumen
kelengkapan antara lain sebagal berikut :
-     Surat permohonan/permintaan sewa
-     Surat peljanjian sewa menyewa
-     Invoice/ tagihan dari pihak ketiga
-     Kwitansi/bukti pembayaran
-     E-Bilhig
-     Bukti transfer melalui CMS
-     F`otocopy rekening/daftar rekening penerima yang masih

aktif
Checklist yang ditandatangani  oleh  PPK-SKPD/ PPK-Unit
SKPD
Surat Pemyataan Tanggungjawab PA/ KPA
Surat Pemyataan Telah di Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD

2.   Nilai  lebih  dari  Rp.10.000.000,-keatas,  dengan  mekanisme
pembayaran   melalui   SPP-SPM-LS,   dokumen   kelengkapan
antara lain sebagai berikut :
-     Surat permohonan/permintaan sewa
-     Surat peq.anjian sewa menyewa
-     Invoice/ tagihan dari pihak ketiga
-     Kwitansi/bukti pembayaran
-     BA pembayaran
-     Jika pembayaran pada pihak ketiga dilanpirkan fotocopy

buku tabungan/buku cek/referensi bank
-      E-Billing
-     Checklist yang ditandatangani  oleh  PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD

d.  Belanja .asa Kon8ultansl Kon8truksl/Nob Koflstruksl
Belanja  jasa  konsultansi   konstrukei/non   konstruksi   dengan
mekanisme     pembayaran     melalui     SPP-SPM-IS,     dokumen
kelengkapan antara lain sebagal berikut :
-     Surat permohonan
-     Surat perintah Kelja digunakan untuk nilai pengadaan :

-     Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak
sebesar          Rp.loo.000.000,-
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-     Surat peljanjian digunakan untuk nilal pengadaan :
-     Pengadaan   jasa   lainnya   dengan   nilal   di   atas   Rp.

200.000.000,-
-     Pengadaan  Jasa  Konsultansi  dengan  nflai  di  atas  Rp.

loo.000.000,-
-     Perhitungan rincian pembayaran
-     BA  serah  terima  pekerjaan  dari  penyedia ke  PPK diketahui

oleh pengguna barang
-     BA serah terima pekeljaan dari PPK ke  PA/KPA
-     BA pemeriksaan hasil pengadaan/pekeljaan
-     Surat pemiohonan pembayaran
-     BA kema].uan pekeljaan
-     BA selesainya pekebaan
-     Perhitungan rincian pembayaran
-     BA serah terima  Pengurus Barang
-     BApembayaran
-     Invoice belanja langsung personil dan non persohil
-     Fotocopy buku tabungan/buku cek/referensi bank
-      E-Billing
-     Surat   jaminan    bank    atau    yang    dipersamakan    yang

dikeluarkan  oleh  bank  atau  lembaga  keuangan  non  bank
apabila ada uang muka pekeljaan

-     Bukti pembayaran BPJS Ketenagakeljaan
-     Khusus   untuk   pekeljaan   konsultan   yang   perhitungan

harganya  menggunakan  biaya  personil  (billing  rate),  berita
acara  prestasi  kemajuan  pekeljann  dilampiri  dengan  bukti
kehadiran  dari  tenaga konsultan  sesuai pentahapan waktu
pekeljaan  dan  buldi  penyewaan/pembelian  alat  penunjang
serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam
surat penawaran

-     Surat    pemyataan    kesanggupan    dari    rehanan    untuk
menyelesaikan pekeljaan sesuai kontrak

-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD

-     Surat pemyataan Tanggung).awab pA/KPA
-     Surat  Pemyataan  Telah  di  Verifikasi  PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
®.   BelanJa.sea Ketersedlaan Layamn

Belanja    Jasa    Ketersediaan    I+ayanan,    dengan    mekanisme
pembayaran melalui SPP-SPM-LS, dokumen kelengkapan antara
lain sebagal berirfut :
-     Peljanjian/perikatan tiika ada)
-     Suratpemiohonan
-     SK penetapan pihak ketiga
-     Surat/nota/falctur tagihan dari penyediajasa
-     Kwitansi/bukti pembayaran
-     F`otocopy rekening penerima yang masih aktif
-     BApembayaran
-      E-Billing
-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat  Pemyataan  Telah  di  Verifikasi  PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
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f.    B®lanja Beaelawa pendldllEan PNS
Belanja     beasiswa     pendidikan     PNS     dengan     mekanisme
pembayaran melalui SPP-SPM-LS, dokumen kelengkapan antara
lain sebagai berikut :
-     Kwitansi/bukti pembayaran
-     SK penetapan penerima beasiswa
-     SK pemyataan biaya kuliah dari kalnpus
-     Bukti/kwitansi pembayaran biaya pendidikan
-     F`otocopy buku tabungan
-     F`otocopy Kartu Mahasiswa
-     Checldist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-      Surat  Pemyataan  Telah  di  Verifikasi  PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD

9.   BelanJa    Kursu./Pelatlhan,    Soslallsasl,  Binbingan  T®knle
Serta Pendldlhn dan Pehtlhan
1.   Belan].a    Kursus/Pelatihan,    Sosialisasi,  Bimbingan  Teknis

Serta    Pendidikan    dan     Pelatihan    dengan    mekanisme
pembayaran   melalui   SPP-SPM   UP/GU/TU/LS,   dokumen
kelen8kapan antara lain sebagal berikut :
-     Kwitansi/bukti pembayaran
-     Persetujuan sekretaris Daerah
-     Undangan/MoU
-     Bukti pembayaran kontribusi
-     Sertifikat pelatihan
-     Bukti transfer melalui CMS
-     Checklist yang ditandatangani  oleh  PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pernyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD

h.  Belanja Jasa lnsentlf bagl Pegaval Hen ASH atas Pemungutan
PaJak Daerah dan R®trlbusl Daemh
Belanja Jasa lnsentif bagi  Pegawai  Non  ASN  atas  pemungutan
pajak    daerah    dan    retribusi    daerah,    dengan    mekanisme
pembayaran melalui SPP-SPM-I.S, dokumen kelengkapan antara
lain sebagal berikut :
-     Surat keputusan bupati
-     SKpetugas pemungut
-     haporan realisasi
-      E-Billing
-     Daftar   penerima,   potongan   pajak   dan   daftar   rekening

penerima yang rnasih aktif
-     Checklist   yang   ditandatangani   oleh   PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataan Tanggung).awab pA/KPA
-      Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

3.  Belanja Pemellhaman
a.   Belanja Pem®llharaan  |Tanah,  Pemlatan  dan Hesln,  Gedung

dan  Bangunan,  .alan,  Irlgasl  dan Jarlngan  dan Aset  Tetap
Lalnnya'
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1.   Belanja   pemeliharaan   (peralatan   dan   mesin,   gedung   dan
bangunan dan aset tetap lainnya) sampai dengan Rp.10.000.000,-
dengan  mekanisme  pembayaran  melalui  SPP-SPM-UP/GU/TU,
dokumen kelen8hapan antara lain sebagai berikut :

Nota/ kwitansi / falctur dari penyedia
-     Bukti setorpajak
-     Bukti transfer melalui CMS
-     Surat permohonan perbaikan/ service (mesin, kendaraan,

dll)
-     Dokumentasi   (pemeliharaan   gedung   bangunan,  jalan,

irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya)
-     Checklist yang ditandatangani  oleh  PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataan Tanggung).awab pA/KPA
•     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD

2.   Belanja pemeliharaan  (tanah,  peralatan  dan  mesin,  gedung
dan  bangunan,  jalan,  irigasi  dan jaringan  dan  aset  tetap
lainnya)   1ebih  dari     Rp.   10.000.000,-  dengan  mekanisme
pembayaran   melalui   SPP-SPM-LS,   dokumen   kelen8kapan
antara lain sebagai berikut :
-     Surat perintah Kelja digunakan untuk nilai pengadaan :

-     Pengadaan   Jasa   Konsultansi   dengan   nilal   paling
banyak sebesar         Rp.loo.000.000,-

-     Pengadaan Barang Jasa lainnya dengan nilai sebesar
Rp. 50.000.000,-s/d Rp.  200.000.000,-

-     Pengadaan  Pekeljaan  Konstruksi dengan nilal paling
banyak sebesar Rp. 200.000.000,-

-     Surat pep.anjian digunakan untuk nilai pengadaan :
-     Pengadaan barang pekezjaan konstruksi/jasa lainnya

dengan nilai di atas Rp. 200.000.000,-
-     Pengadaan  Jasa  Konsultansi  dengan  nilai  di  atas

Rp.  loo.000.000'-
-     Perhitungan rincian pembayaran
-     Bukti setorpa].ck
-     Surat permohonan permintaan pembayaran
-     Fotocopy rekening/daftar rekening penerima yang masih

aktif
-     BApembayaran
-     BA serah terima pekeljaan dari penyedia ke PPK diketahui

oleh pengguna barang
-     BA serah terima pekeriaan dari PPK ke  PA/KPA
-     BA   serah   terima   barang   dari   pengguna   barang   ke

pengurus barang
-     BA pemeriksaan hasil pengadaan/pekeljaan
-     Surat    pemyataan    selesalnya    pekeljaan    pisik    dari

konsultan ke PPK (fisik/konsultan)
-     BA kemajuan pekeljaan (fisik/konsultan)
-     BA selesainya pekeljaan (fisik/konsultan)
-     BA selesainya nasa pemeliharaan (fisik)
-     Surat permohonan pembayaran uang muka (fisik)
-     Surat permohonan uang nasa pemeliharaan (fisik)
-     Surat  jaminan   bank   atau   yang   dipersamakan   yang

dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank
apabila ada uang muka pekeljaan
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Bulcti  pembayaran  BPJS   Ketenagakeljaan   untuk  jasa
konstruksi
Khusus  untuk  pekeljaan  konsultan  yang  perhitungan
harganya menggunakan biaya personil (billing rate) , berita
acara prestasi kemajuan pekeijaan dilampiri dengan bukti
kehadiran   dari   tenaga   konsultan   sesuai   pentahapan
waktu  pekeljaan  dan  bulrfu  penyewaan/pembelian  alat
penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan
rincian dalam surat penawaran

-     Bukti setoran denda keterlambatan pekeljaan apabila ada
-     Dokumentasi
-     Surat   pemyataan   kesanggupan   dari   rekanan   untuk

menyelesaikan pekeljaan sesuai kontrak
E-Billing
Checklist yang ditandatangani oleh  PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD
Surat Pemyataan Tanggungjawab PA/KPA
Surat Pemyataan Telah di Verifikasi PPK-SKPD/ PPK-Unit
SKPD

b.   BehnJa pedalanan Dlnae
Belanja   peljalanan   dinas   dalaln   negeri   dengan   mekanisme
pembayaran      melalui      SPP-SPM-UP/GU/TU/LS,      dokumen
kelengkapan  pertanggungjawabannya  mengacu  pada  Peraturan
Kepala Daerah yang mengatur tentang pep.alanan dinas.

c.   Belanja Uang dan/atau .asa Untuk Dlberikan Kepada Plhak
K®tiga /Plhak Laln /MaByarakat
1.   Belanja  Uang  Untuk  Diberikan  Kepada  Pihak  Ketiga/FThak

Lain/Maeyarakat dengan mehanisme pembayaran melalui SPP-
SPM-I.S, dokumen kelen8kapan antara lain sebagai berikut :
-     SK penetapan  pemenang lomba beserta  besaran  hadiah

yang diberikan
-     SK penetapan panitia
-     SK penerima penghargaan atau prestasi
-     Pengumuman/pemberitahuan diadakannya lomba
-     Nota dinas/pertimbangan (untuk pemberian penghargaan

atas prestasi)
-     SK penetapan penerima beasiswa
•     SK pemyataan biaya kuliah dari kampus
-     Bukti/kwitansi pembayaran biaya pendidikan
-     Fotocopy buku tabungan
-     SK penerima bantuan dampak sosial
-     Daftar pembayaran biaya transport dan uang saku
-     Surat keterangan orang terlantar dari kepolisian setempat
-     Checklist yang ditandatangani oleh  PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     FotocopyKTP
-     Fotocopy Kartu Mahasiswa
-     Daftar  penerima,  potongan  pajak  dan  daftar  rekening

penerima yang masih aktif
-     Kwitansi pembayaran
-     Dokumentasi
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2.   Belanja  jasa  yang  diberikan   kepada   pihak   ketiga/pihak
lain/masyarakat  dengan   mekanisme   pembayaran   melalui
SPP-SPM-IS,   dokumen   kelengkapan   antara   lain   sebagai
berikut :
-     Surat keputucan
-     SK penetapan penerimajasa kepada pihak ketiga
-     Peijanjian/perikatan oika ada)
-     Surat permohonan
-     Surat/nota/fakeur tagihan dari penyediajasa
-     E-Billing
-     BA  pemeriksaan/serah  terima  barang  dari  penyedia  ke

PPKom diketahui oleh pengguna barang
-     BA pemeriksaan/serah terima barang dari penyedia ke pA

(PA bertindak sebagai PPKom)
-     Checklist yang ditandatangani  oleh  PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD
-     Kwitansi pembayaran/BA pembayaran
-     Fotocopy buku tabungan/buku cek/referensi bank

c.   B®lanja Bunga
Belanja  Bunga  dengan  mekanisme  pembayaran  melalui  SPP-SPM-LS,
dokumen kelengkapan antara lain sebagal berikut :
-     Surat hutang/pep.anjian
-      NotaDinasBUD
-     Nota Dinas dari Kepala Daerah
-     Fotocopy buku rekening yang masih aktif
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggung].awab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

d.   BelanJa sub8ldl
Belanja Subsidi dengan  mekanisme  pembayaran  melalui  SPP-SPM-I,S,
dokumen kelengkapan antara lain sebagai berikut :
-     Surat pengajuan permohonan pencairan dari pemohon
-      Nota Dinas (SKPD Teknis)
-     Peraturan Bupati tentang pemberian subsidi
-     SK Bupati tentang persetujuan pencalran dana subsidi
-     Fotocopy buku rekening yang masih alctif
-     F`otocopy KTP pengurus (direktur dan bendahara)
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

e.   BelanJa Hlbah
1.   Hibah  kepada  Pemerintah  pusat  dan  Pemerintah  Daerah  Lainnya,

dengan   mekanisme   pembayaran   melalui   SPP-SPM-LS,   dokumen
kelengkapan antara lain sebagal berikut :
-     Surat pemiohonan pencairan (dilampiri dengan rincian anggaran)
-     Naskah peljanjian hibah
-     Berita acara serah terima hibah
-     Surat pertanggungjawab/fa]cta integritas
-     Proposal dari penerima hibah
-     Fotocopy rekening penerima hibah yang masih aktif
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-     Surattagihan biaya
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Untuk barang dan jasa,  dokumen kelengkapan  hibah  mengacu

pada dokumen pengadaan barang dan jasa
2.   Hibah  kepada BUMN  dan  BUMD,  dengan  mekanisme  pembayaran

melalui  SPP-SPM-LS,   dokumen   kelen9kapan  antara  lain  sebagai
berikut :
-     Surat pemohonan pencairan (dilampiri dengan rincian anggaran)
-     Naskah peljanjian hibah daerah
-     Berita acara serah terima hibah
-     Surat pemyataan tanggungjawab/fa]cta integritas
-     F`otocopy rekening penerima hibah yang masih aktif
-     Proposal dari penerima hibah
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Untuk barang dan jasa,  dokumen kelengkapan hibah  mengacu

pada dokumen pengadaan barang dan jasa
3.   Hibah  kepada  Badan,  Lembaga,  Organisasi  Kemasyarakatan  yang

berbadan hukum indonesia, dengan mekanisme pembayaran melalui
SPP-SPM-LS, dokumen kelengkapan antara lain sebagal berikut :
-     Surat pemiohonan pencalran (dilampiri dengan rincian anggaran)
-     Naskah peljanjian hibah daerah
-     Berita acara serah terina hibah
-     Surat pemyataan tanggung).awab/falcta integritas
-     Fotocopy KTp ketua dan Bendahara
-     F`otocopy rekening penerima hibah yang masih aktif
-     SK pengurus yang masih berlaku
-     Proposal dari penerima hibah
-     untuk pembangunan Rumah Ibadah harus di ketahui camat dan

Lurah setempat cap/stempel.
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Untuk barang dan jasa, dokumen kelengkapan hibah mengacu

pada dokumen pengadaan barang dan jasa
4.   Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partal Politik, dengan mekanisme

pembayaran melalui SPP-SPM-LS, dokumen kelen8kapan antara lain
sebagai berikut :
-     Surat permohonan pencalran (dilampiri dengan rincian anggaran)
-     SK bupati tentang bantuan keuangan kepada partal politik
-     Proposal bantuan partai politik
-     Berita acara serah terima hibah
-      NPHD
-     BA verifikasi kelengkapan administrasi bantuan kepada parpol
-     Surat pemyataan kesanggupan (ditandatangani oleh BPKAD dan

Parpol)
-     Fotocopy KTP Ketua dan bendahara
-      FotocopyNPWP
-     Nomor rekening yang masih alctif
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
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-     Untuk barang dan jasa,  dokumen  kelen8kapan  hibah  mengacu
pada dokumen pengadaan barang dan jasa.

f.    Belanja Bantuan soslal
1.  Belanja   bantuan   sosial   kepada   kelompok   masyarakat,   dengan

mekanisme pembayaran melalui SPP-SPM-I.S, dokumen kelengkapan
antara lain sebagai berikut :
-     Surat pengajuan pemiohonan pencairan (SKPD terkait)
-     SK tentang penerima bantuan sosial
-     SK kepenguruen
-     FotocopyKTP
-     Fotocopy rekening penerima bansos yang masih alrdf
-     Dokumentasi
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggunedawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Untuk barang,  dokumen  kelen8kapan  mengacu  pada dokumen

pengadaan barang
2.   Belanja bantuan sosial kepada individu/keluarga, dengan mekanisme

pembayaran melalui SPP-SPM-LS, dokumen kelengkapan antara lain
sebagai berirfut :
-     Surat pengajuan permohonan pencairan (SKPD terkait)
-     Berita acara tentang rincian dari kerugian (penilai tim dilapangan)
-     SK tentang penerima bantuan sosial
-     Surat pemyataan tanggungjawab/fakta integritas
-     Fotocopy rckening yang masih aktif
-      Fotocopy KTP/KK
-     Dokumentasi
-     Surat keterangan kepolisian
-     Surat keterangan (kades/1urah diketahui camat)
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Untuk barang,  dokumen  kelengkapan  mengacu  pada dokumen

pengadaan barang
3.   Belanja bantuan  sosial kepada lembaga non  pemerintahan  (bidang

pendidikan,  keagamaan  dan  bidang  lainnya),  dengan  mekanisme
pembayaran melalui SPP-SPM-IS, dokumen kelengkapan antara lain
sebagal berikut :
-     Surat pengajuan permohonan pencairan (SKPD terkait)
-     SK tentang penerima bantuan sosial
-     Surat pemyataan tanggungjawab/fa]cta integritas
-     Fotocopy rekening yang masin aktif
-      Fotocopy KTP
-     Dokumentasi
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Untuk barang, dokumen kelengkapan mengacu pada dokumen

pengadaan barang
2.   BelanJa Modal

1.   Behnja Modal Tanah
Belanja modal tanah dengan mekanisme pembayaran melalui SPP-SPM-
LS , dokumen kelengkapan antara lain sebagai berikut :
-     Dokumen perencanaan pengadaan tanah
-       Dokumen hasil appraisal tanah
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-     Dokumen pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi
-     Dokumen nilal ganti kerugian
-     Kwitansi  asli  bermateral  yang  ditandatangani  oleh  penerima  yang

berhak dan pejabat yang berwenang
-     BApembayaran
-     BA   pemeriksaan/serah   terima   barang  dari   penyedia   ke   PPKom

diketahui oleh pengguna barang
-     BA  Pemeriksaan/serah   terima  barang  dari  penyedia  ke   PA  (PA

bertindak sebagai PPKom)
-     BA serah terima barang dari pengguna barang ke pengurus barang
-     SK bupati penetapan lokasi
-      Surat permohonan pemeriksaan pekeljaan
-     Surat pemyataan melepaskan hak tanah
-     Surat pemyataan tanah tidak dalam sengketa/agunan
-     SKT/sertifikat tanah
-     BApengukuran dari BPN
-     Fotocopy KTP pemilik tanah
-     Fotocopy buku tabungan/referensi bank
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

2.   Belanja   Modal   Pemlatan   Meein,   Gedung   dan   Bangunan,   Jalan,
Jarlngan dan lrigasl dan Belanja Modal Aset Tetap Lalnnya dan Aset
lalnnya
Belanja Modal Peralatan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Jaringan
dan  Irigasi  dan  Belanja  Modal  Aset  Tetap  hainnya  dan  Aset  lainnya
dengan    mekanisme    pembayaran    melalui    SPP-SPM-LS,    dokumen
kelengkapan antara lain sebagal berikut :
-     Bukti pembelian/pembayaran untuk pengadaan barang/jasa lainnya

dengan nilai paling banyak sebesar Rp.10.000.000,-
-     Kwitansi pembayaran untuk nilai pengadaan paling banyak sebesar

Rp.50.000.000'-
-     Surat perintah Kelja digunakan untuk nilai pengadaan :

-     Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak sebesar
Rp.loo.000.000'-

-     Pengadaan    Barang    Jasa    lainnya    dengan    nilai    sebesar
Rp.50.000.000,- s/d Rp.200.000.000,-

-     Pengadaan  Pekeljaan  Konstruksi  dengan  nilai  paling  banyak
sebesar Rp.200.000.000,-

-     Surat pep.anjian digunakan untuk nilai pengadaan :
-     Pengadaan  barang  pekeljaan  konstruksi/jasa  lainnya  dengan

nilal di atas Rp. 200.000.000,-
-     Pengadaan     Jasa      Konsultansi     dengan      nilai      di      atas

Rp.100.OOO.000'-
-     Surat pesanan untuk pengadaan barang/jasa melalui E-purchasing,

untuk   Barang/Pekeljaan   Konstruksi/Jasa   I.ainnya   yang   sudah
tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.

-     Perhitungan rincian pembayaran
-     Surat permintaan pembayaran
-     Surat permohonan pemeriksaan pekeljaan
-     Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh

bank  atau  lembaga  keuangan  non  bank  apabila  ada  uang  muka
pekeljaan-     Surat pemyataan kesanggupan dari rekanan untuk menyelesaikan
pekeljaan sesuai kontrak
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-     BA serah terima Pekeljaan/barang dari penyedia ke PPK diketahui
oleh pengguna barang

-     BA serah terima pekeq.aan/barang dari PPK ke  PA/KPA
-     BA serah terima barang dari pengguna barang ke pengurus barang
-     BA pemeriksaan hasil pengadaan/pekeljaan
-     Surat pemyataan selesainya pekeljaan pisik dari konsultan ke PPK

(fisik/konsultan)
-     BA kemajuan pekeljaan (fisik/konsultan)
-     BA selesainya pekeljaan (fisik/konsultan)
-     BA selesainya masa pemeliharaan (fisik)
-     BApembayaran
-     Surat permohonan pembayaran uang muka (fisik)
-     Surat permohonan uang masa pemeliharaan (fisik)
-     Surat jaminan pemeliharaan balk yang dikeluarkan oleh bank atau

lembaga keuangan non bank
-     Bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan untukjasa konstruksi
-     Bukti setoran denda keterlambatan pekeljaan apabila ada
-     Khusus  untuk  pekeljaan  konsultan  yang  perhitungan  harganya

menggunakan  biaya  personil   (billing  rate),   berita  acara  prestasi
kemajuan pekeljaan  dflampiri  dengan  bukti kehadiran  dari  tenaga
konsultan    sesuai    pentahapan    waktu    pekeljaari    dan    bukti
penyewaan/pembelian   alat   penunjang   serta   bukti   pengeluaran
lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran

-     Bukti lunas pajak mineral bukan logam dan batuan
-     Fotocopy buku tabungan/referensi bank
-     Fotocopy sp2D pencairan sebelumnyajika pencairan secara bertahap
-      E-Billing
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifiikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

3.   B®lanja Tldak T®rduga
a.   Belanja   tidak   terduga   untuk   tanggap   darurat   dengan   mekanisme

pembayaran melalui SPP-SPM-TU/ LS, dokumen kelen8kapan antara lain
sebagai berikut :
-     Surat pengajuan permohonan pencairan (SKPD terkait)
-     SK bupati tentang penetapan status darurat atau mendesak
-     SK bupati tentang penggunaan dana belanja tidak terduga
-     Rencana kebutuhan belanja
-     Fotocopy rekening
-     Fakta integritas (ditandatangani kaban/kadis)
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat perriyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

b.   Belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan pendapatan tahun
sebelumnya   dengan   mekanisme   pembayaran   melalui   SPP-SPM-LS,
dokumen kelengkapan antara lain sebagai berikut :
-     Surat permohonan pengembalian kelebihan pendapatan
-      Nota Dinas dari BUD
-     Dasar penetapan kelebihan penerimaan pendapatan
-     Fotocopy rekening
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggunedawab pA/KPA
-     Surat pemyat-Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

4.   Belanja Tramfer
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a.   Bolanja Bagl Hasll
Belanj.a  Bagi  Hasil  Pajak  dan  Retribusi  Daerah  Kepada  Pemerintahan
Kabupaten/Kota Dan Desa dengan mekanisme pembayaran melalui SPP-
SPM-LS , dokumen kelen8kapan antara lain sebagai berikut :
-     Surat permohonan pengajuan pencairan (SKPD terkalt)
-     Daftar Nana Desa penyaluran alokasi bagi hasil (Pajak dan Retribusi

Daerah)
-     Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
-     Perbup tentang alokasi bagi hasil (pajak daerah)
-     SK Bupati tentang penunjukan bank penyimpanan dana desa
-     Fotocopy rekening
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

b.   BelanJa Bantuan Keuangan
1.   Belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota dan belanja

bantuan   keuangan   kabupaten/kota   ke   daerah   provinsi   dengan
mekanisme pembayaran melalui SPP-SPM-LS, dokumen kelengkapan
antara lain sebagai berikut :
-     Surat  pengajuan   pemiohonan   pencairan   (SKPD   terkait/nota

dinas)
-     SK penetapan besaran bantuan
-     Fotocopy rekening
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

2.   Belanja  bantuan  keuangan  daerah  provinsi  atau  kabupaten/kota
kepada desa dengan mekanisme pembayaran melalui SPP-SPM-LS,
dokumen kelengkapan antara lain sebagal berikut :
-     Surat pengajuan pemohonan pencairan (SKPD terkalt)
-     Daftar Nana Desa penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD)
-     Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
-     Perbup tentang alokasi pembagian rincian per desa
-     SK bupati tentang penunjukan bank penyimpanan dana desa
-     Fotocopy rekening
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pernyataan Tanggungjawab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

5.   Pengeluann p®mblayaan
a.   Pembentuhan Dana cadangan

Dana cadangan  dengan  mekanisme  pembayaran  melalui  SPP-SPM-LS,
dokumen kelengkapan antara lain sebagai berikut :
-     NotaDinas
-     Perda tentang pembentukan dana cadangan
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggung).awab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Fotocopy Rekening

b.   P®nyertaan Modal Daerah
Penyertaan modal dengan mekanisme pembayaran melalui SPP-SPM-LS,
dokumen kelengkapan antara lain sebagai berikut :
-     NotaDinas
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-     Surat pengajuan pemiohonan pencairan (SKPD terkait)
-     Perda tentang penyertaan modal
-     Surat tim analis investasi daerah (tandatangan anggota)
-     Fotocopy rekening
-     SK bupati tentang persetujuan pencairan penambahan penyertaan

modal sesual perda
-     Surat pemyataan tentang dana bersumber dari APBD bukan berasal

dari pinjaman
-     Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD
-     Surat pemyataan Tanggung).awab pA/KPA
-     Surat pemyataan Telah di verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD

8.  Pengarslpan Berka3 SPpsml dan SPED :
Pengarsipan berkas SPP-SPM dan SP2D dilaksanakan sebagai berikut :
a.    SKPD mengalnbfl berkas SPP-SPM dan SF2D pada Kuasa BUD paling lama 5

(lima) hari kelja setelah diterbitkannya SP2D.
b.    SKPD mengarsipkan berkas SPP-SPM dan SP2D berupa :

1)   Dokumen asli pengantar, ringkasan, rincian SPP-SPM
2)   Lembar ke-2 dan ke-4 dari SP2D.
3)   Kelengkapan    dokumen    sebagaimana    yang    dipersyaratkan    dalaln

Peraturan Bupati ini.
c.    Kuasa BUD menyimpan berkas SPP-SPM dan SP2D berupa :

1)   Copy pengantar, ringkasan, rincian SPP
2)   Lembar ke-3 dokumen SPM
3)   Lembar ke-3 dari sp2D.
4)   Copy surat pemyataan tanggungjawab PA/KPA.
5)   Copy  surat  pemyataan  Verifikasi  kelen8kapan  dan  keabsahan  PPK-

SKPD/ PPK-unit SKPD.
6)   Checklist yang ditandatangani oleh PPK-SKPD/ PPK-Unit SKPD
7)   Copy  resume  kontrak  (Bukti  pembelian/pembayaran,  kwitansi,  Surat

Perintah Kelja, Surat Peljanjian dan Surat Pesanan) .
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C.   Fomat K®lenglEapan Dokumen Terkalt Proses P®mbayaran Pengadaan
Batt`nglJ-
a.   Jaea Konstr])ksl

1.   Permoh®nan p®m®rlksaan pekedaan

HOP PENJSAIIAAN

Sukamara,...........................

Nomor
Lanpiran    :
Perihal : Permohonan Pemeriksaan Pekeriaan

Kepada Yth :
Pejabat Pembuat Komitmen Bdgian /Bi.clang
Dinas/Instansi/Badan
d1-

Suha"m
Bersama ini kami sampaikan bahwa pelaksanaan :

a.    Program
b.    Kegiatan
c.    Sub Kegiatan
d.    Pekeljaan
e.    Lokasi
f.     DPA-SKPD Nomor    :

Tanggal  :
9.     Kontraktor pelaksana           :    ...............
h.    Surat                  Perianjian   :   Nomor    :

(Kontrak)
Tan8gal  :

i.    Nilal peljanjian
j.    Jan8ka

Pelakenaan

Rp.
Waktu    :    .....

...............................(.........................rupwh)

( ................ )  Hari Kalender

Mulai      :
Selesai    :

Telah   selesai  kani  laksanakan   100%  (Seratus  Persen),   mohon  kiranya  dapat
dilakukan pemeriksaan atas pekeljaan tersebut di atas.

Demikian untuk diketahui, atas perhatian dan keljasamanya kami ucapkan terima
kasih.

Penyedia Jasra,
Yr . / CN .

'Nama'
Direktur/ Waldl Direktur/ KuasaL Direktur
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Tembusan disampdihan kepada Yth
1. Kepala Dinas/Instansi/Badan .....
2 , Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Bagjan/Bidarzg
3. Konsultan Pengawas
4. Arsip



2.   Surat pemyataan 8elesalnya p®k®daan dari kon8ultan

HOP PERUSAHAAN KONstJLTA)I PBNGAWAS

Sukamara,.........................

Nomor
Lampiran
Perihal : Pemyataan Selesainya Pekeljaan 100%

(is{han nana paket pekerfean)

Kepada Yth :
Pejabat pembuat Komitmen Bagfon/B!deng ......................
Dinas/Instansi/Badan

di-al-
Suhamara

Berdasarkan Surat Permohonan Penyedia Jasa /Pr./CV/ Nomor :
Tanggal ....................... tentang Permohonan Pemeriksaan Pekeljaan  100°/o (Seratus
Persen),  maka dengan  ini kami telah melcksanakan pemeriksaan pada pekeljaan
tersebut dibawah ini :

a.    FTogran
b Kegiatan
c.    Sub Kegiatan
d.   Pekeljaan
e.    Lokasi
f.     DPA-SKPD

9.    Kontl`aktor pelakeana
h.   Surat

(Kontrak)

i.    Nilai peljanjian
j.    Jan8ka

Pelcksrmaan

Nomor    :
Tan88al  :

Peljanjian   :   Nomor

Tanggal

Waktu
Rp........................../.................'.....

.......  ( ......... „ ........... )  Hari  Kalender

Mulai      :
Selesai    :

rapiah)

Adapun hasil pemeriksaan kami di lapangan adalah sebagai berikut :

Ho, Uralan
R®ncana Reanmal

Satuan Volume BobotPekedann Vo]um®Terlaham Penentase
Pekedaan Pekedaan1%'

Jumlah P®rsentase Reallsaal Kemajuan
Pekedaan
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Bersama Surat ini kami selaku Konsultan Pengawas menyatakan pekeljaan tersebut
di  atas  telah  dilaksanakan  100%  (Seratus  Person)  sesual  dengan  Kuantitas  dan
Kualitas yang tercantum di dalam Surat Peljanjian (Kontrak) .

Demikian disarnpalkari untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Konsultan Pengawas ,
FT./CV

(Nama'
(Jabatan)

Terr.busan discrmpc.ikon kepada Yth
1. Kepala Dinas/Instansi/Badan
2. Kuasa Pengguna Anggaran / Kuaca Pengguna Barang Bqghan/Bfc!ang
3. Arsip
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3.   BA pemeril[saan p®kedaan

HOP SKPD

BBRITA ACARA
PBHERIKSAAN PEKERJAAN

Nomor :
Tan88al :

PROGRAM
KEGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN
roKASI
PEKERJAAN
SUB BIDANG
TAHUN
ANGGARAN

Pada  hari  ini  ..., Tanggal
bertanda tangan di bawah ini :

I.     Nama
NIP
Jabatan

Alanat

11.     Nama
NIP
Jabatan

Alanat

Ill.    Nana
NIP
Jabatan

Alanat

IV.   Nana
NIP
Jabatan

Alanat

V.    Nana
Jabatan
Alamat

VI.    Nama
Jabatan

Bulan  ............  Tahun  ............,  kami  yang

Isikan rrama pejabat pembuat koTwiinen
lsikan rip pejabat pembuat koindmen
Pejabat     Pembuat     Komitmen      Bagz.an/Bfdarig     ..................
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas/Instansi/Badan
...............     Nomor  :   ...................  Tanggal  ............................

Kantor/Dinas/Instansi/Badan...................................„.........

Is{kcm nama pej abat pelaksa;na tckwis kegiatcm
Isi.ham rip pejabat pelaksana teknis kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan /isfkari
i'rama    kegiafan/       Berdasarkan    Surat    Keputusan    Kepala
Dinas/Instansi/Badan  ...........  Nomor :  .........   Tanggal  ...........

:   Kantor/ Dinas/Instansi/Badan

Isthan rra~
Isikan rLip
Koordinator  Lapangan  Berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala
Dinas/Instansi/Badan  ...........  Nomor :  ........ Tanggal ...............
Kantor/Dinas/Instansi/Badan

Isi,kctn ncma
Is[han rtip
Pengawas   hapangan   Berdasarkan   Surat  Keputusan   Kepala
Dinas/Instansi/Badan ....... Nomor :  ........ Tanggal ..........
Kantor/Dinas/Instansi/Badan....

Isiha;n namcL honsul:±cLn pengowas
lsi;hen nana jabatc.n honsultcm pengawas
lsikan alcmat honsultc.n pengawas

lsikcLn ncma direlctur/ uici,kil dircktur/ kuasa direktur perusahaan
Direktur/Wa]dl     Direktur/Kuaca     Direktur     PT./CV     Pusat
..............  berdasarkan  Akte  Notaris  ......................  Nomor  :  .....
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tanggal  .....................,  bertindak untuk dan atas nana PT./CV
Ffucat. . _ ..........................

Alamz\t     ..   Isikan nama alamatpemsahaan

Telah   mengadakan   pemeriksaan   dan   penilaian   atas   hasil
pekeljaan pelaksanaan untuk
a.   Progran
b.    Kegiatan
c.    Sub Kegiatan
d.    Pekeriaan
e.    I.okasi
f.     DPA-SKPD

9.    Kontraktor pelaksana
h.    Surat                Peljanjian

(Kontrak)

i.    Nilai peljanjian
j.    Jangka

Pelaksanaan
Waktu

Dengan lnl

Nomor
Tanggal

Nomor    :

Tang8al  :
Rp....................'..........(......-.--.-...

......  ( ......,.............. )  Hari  Kalender

Mulal       :    ...
Selesai    :

"picth)

menyatahan bah" :

Pekeljaan dimaksud sampal dengan tanggal ditandatanganinya berita acara ini telah
dilaksanakan sesuai dengan Peljanjian/Kontrak pekeljaan bersan8kutan. Nilal fisik
pekeljaan yang telah dicapal sebagai volume telpasang dan dapat diterima/disetujui,
adalah sebesar :  loo % /Seratrts Persen/, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara
Laporan Kemajuan Fisik Pekeljaan.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekeljaan ini dibuat dan ditandatangani
pada  hari,  tanggal  dan  bulan  tersebut diatas  untuk  dipergunakan  sebagaimana
mestinya.

Dlperlha Ol®h :

Penyedia Jaca :

PT./CV

(Na")
Direktur/ Waldl Direktur/ Kuasa

Direktur

Konsultan Pengawas
FT./CV

Koordinator I.apangan
I.      Nana

NIP.

11.     Pengawas I.apangan
Nana

NIP.

DlsetuJul :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(isiha:n rtcma kegiatcm)
Pada Dinas / Instansi / Badan
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(Namal
|isikanrramajabatond)

(Name)
NIP.

Henyetujui :
Pejabat pembuat Komitmen Bczgjan/J3itzang ...................

Dinas/Instansi/Badan....................„...„........

(Nana)
NIP.
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4.   BA Lapaomn Kemajuan Pekedaan

HOP SKPD

BERITA ACARA
LAPORAN KBMAJUAN PERERJAA)I
Nomor :
Tang8al

PROGRAM
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN
PEKERJiEN
LOKASI
PEKERJAAN
SUB BIDANG
TAHUN
ANGGARAN

Pada hari ini Tan88al
bertanda tangan di bawah ini

I.     Nana
NIP
Jabatan

AI-t
11.     Nana

NIP
Jabatan

Alamat

Ill.    Nama
NIP
Jabatan

Alanat

IV.    Nama
NIP
Jabatan

AI-t
V.     Nana

Jabatan
Alamat

Bulan Tahun  .............,  kani yang

Isikan ncrma pejabat pem,buat korriinen
lsthan Ttfo pejabat pembuat hoiviben
Pejabat       Pembuat       Komitmen       Bdyan/Bfc!ang       ...................
Berdasarkan    Surat    Keputusan    Kepala    Dinas/Instansi/Badan

Nomor  :  ......................  Tanggal
Kantor/Dinas/Instansi/Badan....

Isikan nama pejabat pelaksana teknis kegiatan
Isihan rtjp pejabat pela:ksana teknis kegiatan
Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PFyl`K)  pada  Kegiatan  /is{kari
nana     kegt.atari/          Berdasarkan     Surat     Keputusan     Kepala
Dinas/Instansi/Badan  ..................  Nomor :  .........   Tanggal  ............
Kantor/Dinas/Instansi/Badan....„...................................................

Isi,ham ncuna
Isthan rvi;p
Koordinator   Lapangan   Berdasarkan    Surat   Keputusan   Kepala
Dinas/Instansi/Badan ..............  Nomor :  ........... Tanggal ................
Kantor/Dines/Instansi/Badan.........................................................

Isikan nana
Isi;ham rip
Pengawas    I.apangan    Berdasarkan    Surat    Keputusan    Kepala
Dines/Instansi/Badan  ............  Nomor :  ............. Tanggal ...............
Kantor/Dinas/Instansi/Badan.........,...............................................

Isi]can na:rna konsultcm pengowas
lstkan ncma jabatan honsultan pengawas
Isthan alamat honsultan pengowas
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VI.    Nama
Jabatan

Istkan nama direktur/ wakil diTektur/ kuasa direkfu:r pemsahaa:n
Direktur/Wakil   Direktur/Kuasa   Direktur   FT./CV   Pusat   ..
berdasarkan   Akte   Notaris   ............   Nomor   :    .....   tanggal   .........,
bertindak untuk dan atas nana FT./CV Pusat ..................

Alama:i     ..   Istkan mama alematperusahaa:n

Dengan lnl fnenyatakan :

1.     Telah  mengadakan  pemeriksaan  dan  penilaian  atas  hasil  pekeljaan
pelakcanaan untuk :

2.
a.   Program
b.    Kegiatan
c.   Sub Kegiatan
d.   Pekeljaan
e.    hokasi
f.    DPA-SKPD

9.   Kontraktor pelaksana         :

Nomor    :
Tan88al  :

h.   Surat                 Peljanjian   :   Nomor    :
(Kontrak)

Tan8gal  :
i.    Nilai perianjian
j.   Jangka

Pelakenaan

:Rp..................

Waktu     :     ....-.  ( .............

Mulai

Hari Kalender
rupiah)

Selesal      :      ........... ' ....................,

Pelaksanaan pekeljaan tersebut diatas dengan prestasi sebagal berikut

Unfuk konstruksi :

No Uralan P®kedaan

Rencana Reausasl

Saturn Volum® RobotPekedaan VolumeTethhana PersentasePekedaan'%1

Jumhh Persentase Reallsosl Kemajuan
Pekeriaan

Ur[fuk pererroancan :

No Tahap Pek®daan
BobotPekedaan TahapP®ny®|®calanPekedaan Bot'otPresta,I

1. Tahap Konsep Rencana Teknis O/o O/o %
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2. Tahap ha Rencana Teknis 0/o 0/o O/o

3.
Tahap       Pengembangan       Rencana O/o O/o %Teknis

4.
Tahap   Gambar   Detail   (Penyerahan O/o % %Dokumen)

5. Tahap Pelelangan 0/o O/o a/o

6. *) Dst . . . . . . .

Jundah a/a

*) dapat disesualkan dengan lcchdeithan

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, kemajuan pekeq.aan telah mencapai
loo °yio (Seratus Persen).

Demikian   Berita   Acara   I.aporan   Kemajuan   Fisik   Pekeljaan   ini   dibuat   dan
ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas untuk dipergunakan
sebagainana mestinya

Dlp®rikso Oleh :

Penyedia Jaca
PT./Ov

(Nana)
Direktur/ Waldl Direktur/ Kuasa

Direktur

Konsultan Pengawas
Frl - / C;N

(Jvhaa)
(isikcm irama jabatart)

Koordinator Lapangan
I.     Nana

NIP.

11.    Pengawas Lapangan
Name

NIP.

Dlsetujul :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

ftsihan na:rrra kegiatan)
Pada Dinas/ Instansi/ Badan

(Hana'
NIP.

Meny®tutui :
Pejabat pembuat Komitmen Baghan/86czang ...................

Dinas/Instansi/Badan..................................

(Nama'
NIP.
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5. ERA Selesalnya P®kedaan

HOP SKPD

BERITA ACARA
sELEs/UNTA  PBREEUAA)I

Nomor
Tan88al

PROGF"
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN
PEKERJAAN
LORASI
PEKERJAAN
SUB BIDANG
TAHUN
ANGGAEN

Pada hari ini Tanggal............Bulan
bertanda tangan di bawah ini

I.     Nama
NIP
Jabatan

AI-t
11.     Nana

NIP
Jabatan

Alanat

Ill.    Nana
NIP
Jabatan

Alanat

IV.   Nana
NIP
Jabatan

Alanat

V.     Nama
Jabatan
JAlanat

Tahun  ..............,  kami yang

Isikan ra:rna pejabat pembuat hoTri;fron
Isthan rip pejabat pembuat kondinen
Pejabat       Pembuat       Komitmen       Bagfan/B{czang       ...................
Berdasarkan   Surat   Keputusan   Kepala   Dinas/Instansi/Badan

Nomor  :  .......................  Tanggal
:   Kantor/ Dinas/Instansi/Badan

Isiha;n nana pejabat pe\aksana teknis kegiatan
lstlcan nip pejabat peidkscma teknis kegiatan
Pejabat  Pelaksana Teknis  Kegiatan  (PPTK)  pada  Kegiatan  ¢sjkan
r'.ama    kegicitan/         Berdasarkan     Surat    Keputusan     Kepala
Dina.s/Instansi/Badan .............. Nomor :  ..........  Tanggal ...............
Kantor/Dinas/Instansi/Badan.......................................................

Isi:ham rrarna
lsi;hah rip
Koordinator   I.apangan   Berdasarkan   Surat   Keputusan   Kepala
Dinas/Instansi/Badan .............  Nomor :  ................ Tanggal  ..........
Kantor/Dinas/Instansi/Badan

Isihan nana
lsikan nip
Pengawas    hapangan    Berdasarkan    Surat    Keputusan    Kepala
Dinas/Instansi/Badan ............. Nomor :
Kantor/Dinas/Instansi/Badan.

Isj,ham rtama honslitton pengcowas
lsi:kan nama jabatan honsultan pengc.was
lsthan alamat ko:nsu,Ita;n pengowas

Tanggal
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\Tl.   N eL rn a    ..   Istkan nama direktur/waktl diTekfur/kuasa dircktur perusahaan
Jabatan   :    Direktur/Waldl Direktur/Kuaca  Direktur  PT./CV  fucat  ..............

berdasarkan Akte Notaris ...............  Nomor :  ..... tanggal ...............,
bertindak untuk dan atas nana Pr./CV Pucat .....................

Alama:t     ..   Istkan nama alamat perusahaa:n

Telah  mengadakan  pemeriksaan  dan  penilalan  atas  hasil  pekeljaan
pelaksanaan untuk :

a.    Progran
b.    Kegiatan
c.    Sub Kegiatan
d.   Pekelj-
e.    Lokasi
f.     DPA-SKPD

9.    Kontraktor pelaksana
h.    Surat                 Peljanjian

(Kontrak)

i.     Nilai peljanjian
j.    Jan8ka

Pelaksanaan

Nomor
Tanggal

Tan88al    :       ...........................................................
'.     RD ..............-...-.-.....  ( ............................-......-Piah)

Waktu    :     ......  ( .................. )  Hari Kalender

Mulai
Selesal

Dengan ini menyatalran bahwa :

1.   Seluruh  pekeljaan  sebagaimana dinaksud dalam  peljanjian/kontrak tersebut
diatas, telah diselesaikan sebagaimana mestinya.

2.   Dengan  diselesaikannya  seluruh  pekeljaan  ini,  maka  dapat  diadakan  Serah
Terima Pertama pek:erjcran.

Demildan Berita Acara Selesainya Pekeljaan ini dibuat dan ditandatangani pada hari,
tanggal dan bulan tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dlperikca oleh :
Koordinator I.apangan

Penyedia Jaca :

FT'/CV

(Name)
Direktu r/ Wakil Direktur/ Kuasa

Direktur

Konsultan Pengawas
PT./CV

(Name)
(isihan rama jabatch|

I.      Name

NIP.

11.     Pengawas I.apangan
Name

NIP.

Dleetujul :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Gsi]can nama kegiatan)
Pada Dinas/Instansi/Badan

(Hama)
NIP.
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Menyetujul :
Pejabat Pembuat Komitmen Bag{ari/B!dang

Dinas/ Instansi/Badan ...

(Name)
NIP.
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6.   BA Serah Terima Pertama P®kedaan

HOP PERUSAIIAAN

BERITA ACARA
SBRAII TERIMA PERTAHA PEKERJAAu

Nomor :
Tanggal

PROGEN
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN
PEKBRJAAN
LOKASI
PEKERJAAN
SUB BIDANG
TAHUN
ANGGARAN

Pada hari ini . Tanggal
yang bertanda tangan di bawah ini

I.    Nana
NIP
Jabatan

Bulan...............Tahun................,kami

Isiha;n na:rna pejc.bat pem,buat howiinen
lsihan rip pejabat perrdruat korrtinen
Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  Bagr.an  /  &dang
Berdasarkan                  Surat                  Keputusan                  Kepala
Dinas/Instansi/Badan...„.........Nomor:...........Tanggal.............

Alamat       :    Kantor/Dinas/Instansi/Badan .......................................................
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

11.   N a in a    ..   Isikan ncuna pengurus peruscthaan (direkeu:r/u)akil direktur/kuasa
direktw)

Jabatan    :    Direktur/Waldl Direktur/Kuasa Direktur FT./CV Pusat .................
berdasarkan  Alcte   Notaris   ............   Nomor   :   ......     tanggal   ........,
bertindak untuk dan atas nana pT./CV Pusat ...............................

AIarne\t     ..   Istkan alamatpe"sahaan
Selanjutnya disebut PIIIAK KEDUA

Kedua Belah Plhak Berdasackan :

1.    Surat Perintah Kelja (SPK)/Surat Peljanjian Kontralc (SP)
Nomor         :          ............................

Tan88al     :          ................ ' ...........

2.   Berita Acara pemeriksaan pekeljaan
Nomor         :          ............................

Tan88al   :

Dengan  ini  telah  setuju  dan  sepakat untuk  mengadakan  Serah Terima  Pertama
Pekeriaan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
PIIIAK   KEDUA   menyerahkan   kepada  PIIIAK   KESATU   dan   PIIIAK   KESATU
menyatakan menerina dari PHAK REDUA seluruh hasil pekeljaan pemborongan
untuk :

41



a.    Program
b.    Kegiatan
c.     Sub

Ke8iatan
d.    Pekeljaan
e.    Lokasi
f.     DPA-SKPD

9.    Kontraktor
Pelaksana

h.    Surat
Peljanjian
(Kontrak)

i.      Nilai
Perianjian

j.    Jangka
Waktu
Pelcksrmaan

Nomor       :
Tan88al    :

Nomor

Tan8gal    :
:     Rp...

....,  ( .................... )  Hari  Kalender

Mulai
Selesai

Pasal 2
Penyerahan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berupa pekeriaan
Lokasi Kabupaten Sukamara yang telah selesal dilaksanakan.

Pasal 3
Sebagal kelengkapan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekeljaan ini dilampirkan
Berita Acara Pemeriksaan  Pekeriaan dan Berita Acara Selesainya Pekeljaan yang
telah  dibuat  dan  diperiksa  oleh  koordinator  lapangan  dan  pengawas  lapangari
Badan/Dinas/Kantor  ..............  Kabupaten  Sukamara,  selanjutnya  disetujui  oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pasal 4
Sesual  Surat  Perintah  Kelja  (SPK)/Surat  Peljanjian  Kontrak  (SP)  PIIIAK  KEDUA
setelah Serah Terima Pertama Pekeljaan ini tetap bertanggungjawab terhadap segala
kerusakan dan cacat-cacat tersembunyi selama nasa pemeliharaan dengan jaminan
pemeliharaan,   yaltu    ............ „.    ( ....................... )   hari   kalender,   terhitung   sejak
tanggal ......,.....,.  sampal dengan tanggal  ..............

Demikian   Berita   Acara   Serah   Terima   Pertama   Pekeljaan   ini   dibuat   dan
ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 2 (Dua)
untuk dipergunakan sebagalmana mestinya.
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PI- KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen Bagien /

Bidano...............
Dinas /Instansi/Badan

Materai  10.000
'Nama'

NIP.

PIHAK REDUA

Penyedia Jasa
PT./CV

Materai  10.000

(Name)
Direktur/ Wakil Direktur/ Kuasa

Direktur



Meng®tahul / Menyetujul :
Kepala Dinas/ Instansi / Badan

Selalou Pengguna Anggaran

'Nama)
NIP.

Ccitcr±an :
Berita acara dibuat dalcrm ra:nglcap dualy urrfu:k disinpan Penyedia dibubu:hi matercti
Rp.  10.000 pada hotom tanda tangan PPK, urfuk disimpan PPK dibubuhi matercri Rp.
10.000 dan cap pada kolom Penyedia.
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7.     BA sele9alnya Hasa p®mellharaan

HOP SRTD

MASA PEMELIIIARAAN
BErmA ACARA sELESAINyA
Nomor
Tanggal

Nomor
Tanggal
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Pekeljaan
Lokasi

Pada  hari  ini tan88al
bertandatangan dibawah ini

bulan   ..........   tahun   ...........,   kami   yang

1.       Nana/NIP           :   ..............................

Jabatan  :        (Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan/ PPTK)
2.    Nama/NIP

Jabatan :
3.    Nana/NIP

Jabatan :
4.  N-    :

Jabatan :
5.   N-    :

Jabatan :

(Koordinator I.apangan)

(Pengawas SKPD)

( Konsultan Pengawas)
( Penyedia Jasa)
(Direktur FT/CV ....... Nana Perusahaan)

Telah   mengadakan   pemeriksaan   dan   penelitian   secara   seksama   atas   hasil
pelaksanaan kegiatan untuk :

a.    Pekeljaan
b.    Lokasi
c.    DPA-SKPD
d.   Kontraktor pelaksana  :
e.    Peljanjian/Kontrak      :

f.    Harga Borongan
9.   Waktu pelaksanaan

Nomor
Tanggal

Dengan ini menyatakan bahwa :

1.   Setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan atas kondisi fisik pekeljaan sejak
dilakukan   Serah   Terima   Pekeljaan   sampai   dengan   masa   pemeliharaan
pekeriaan, dapat dinilal bahwa fisik pekebaan dimaksud tetap dalam keadaan
balk dan telah selesal melaksanakan pekeljaan nasa pemeliharaan.

2.    Dengan demikian maka sesuai Surat Peljanjian/Kontrak yang ada,  pekerjaan
tersebut dapat dilakukan Serah Terima Pekedaan Kedua.

Demikian Berita Acara Selesainya Pekeriaan ini di buat dan ditandatangani pada
hari, tanggal dan bulan tersebut diatas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
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Penyedia Jasa,
PT/CV

Konsultan Pengawas,
Yr I cN   ......................

(..................._......)

Diperiksra oleh :

(Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan/PFTK)
1.     Nana/NIP

Tanda Tangan
...........................)

(Koordinator lapangan)
2.     Nana/NIP

Tanda Tangan
(...........................)

( Pengawas Lapangan)
3.     Nana/NIP

Tanda Tangan
(...........................)
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8.    Permohonan Bang Muka

HOP PERURAIIAAN

Sukamara,

Nomor        :
I.ampiran  :    1 (satu) berkas
Perihal       :   Perrnohonan uang Muka

Dengan Hormat,
Kani yang bertanda tangan dibawah ini
Nana
Jabatan
Nama Perusahaan
Alanat
Nomor Rekening
Nana Bank

Kepada,
Yth.  PA/KPA SKPD  ........ TA

Tempat

NPWP Perusahaan

S ehubungan akan dilaksanakannya pekelj aan
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
Pekeljaan
I.okasi
DPA-SKPD
DPPA-SKPD
Surat Peljanjian (kontrak)
Nilai Pekeljaan
Jangka waktu pelaksanaan

Jaminan uang Muka        :

Tanggal
Tan8gal

Ttrbtlang
( ............... )  Hari Kalender

Mulai            :
Selesai         .
Nomor.......................Tanggal..............

Bersalna  ini  kami  mengajukan  perlnohonan  agar  diberikan  Uang  Muka  untuk
pekeljaan  tersebut  diatas  sebesar  20°/a  /   30%  /  50°/o  x  (Nilai  Kontrak)  =  Rp.
.....................  ( ....................... ) ,  dengan rincian sebagai berikut :

Dana tersebut akan kami pergunakan dengan rincian sebagal berikut :

No, duMLAII HARGA

•uMLAH TorJu

Demikian disampaikan atas perhatian dan keljasamanya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
(Perusahaan)

(................................)
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9. Permohonan Uang Nasa Pemellhaman

HOP PERUSAIIAA)I

Sukanara,

Nomor
hapiran
Perihal

:     1  (satu) berkas
:   Pemohonan gang
Masa Pemellhafaan

Dengan Homat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nana
Jabatan
Nana Perusahaan
Alanat

Kepada,
Yth.    PA/KPA
SKPD........TA

di-

Sehubungan dengan pekeljaan :

Nana Kegiatan
Pekeljaan
No. Perjanjian/Kontrak
Tanggal
Amandement
Tanggal
I.okasi
Nilai Kontrak*

Terbilang

DAK                                 Rp.
DAU                                Ro.
Jumlah DAK+DAU    Rp.

Tempat

Bersama  ini   kami   mengajuhan   permintaan   Uang Masa   Pemeliharaan   untuk
pekeljaan   tersebut  diatas   sebesar   5   %  x   (Nilal   Kontrak)   =   Rp ......................
(..„ ................... ),  sebagal  bahan  pembayaran  kami  lampirkan  Berita  Acara  Serah
Terima    Kedua    /    Jalninan    Pemeliharaan,    Nomor    :    .........................    tanggal

Demikian disampaikan atas perhatian dan keljasamanya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
(Perusahaan)

.._...)

Cctatan ..
*Merayebuthan sesual ha±egoTi sumber pendcmaan jika DAK/ DAU atci;u sumber dana
lalrm9a
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10. Format Dokumen Berita Acam Pembayaran

HOP SKPD

Pada  hari  ini

BERITA ACARA PEMEIAYARAN
Nc,"on............./.............I..-..-.....-..

tanggal   .........   bulan   ..........   tahun   ...........,   kami  yang
bertandatangan dibawah ini

1.      Nana/NIP
Jabatan  :  Pengguna   Anggaran/Kuasa   Pengguna   Anggaran   SKPD

Kabupaten Sukanara Tahun Anggaran
Keputusan Bupati Sukamara Nomor ...

Alamat     :   JL. Tjilik Riwut Kin .............. Telp (0532)  ..
Selanjutnya disebut PIIIAK PERTAMA

2.      Nana
Jabatan           :   Direktur .................... PI`/CV..,
Nana perusahaan   :
Alamat perusahaan   :            Jl ..........................
Nomor Rekening        :
Nana Bank
NPWp perusahaan     :            ..............
Selanjutnya disebut PIHAK REI)UA

berdasarkan S urat
tan88al...............
Sukamara............

Berdasarkan :
1.      PIHAK KESATu dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat bahwa untuk

Urusan Pemerintahan  :
Program
Kegiatan
Sub Kegiatan          :
Pekeljaan
Lokasi
DPA-SKPD                :   Nomor
DPPA-SKPD             :   Nomor
Surat Peljanjian (Kontrak)
Addendum Surat Peljanjian
Nilaipekerjaan       :

Tanggal
Tan8gal

:  Nomor :
:  Nomor :

Tanggal
Tan8gal

I.     Jangkawaktu pelaksanaan    :          ..........  ( ............... ) Hari Kalender
Mulai
Selesai

2.   JaminanuangMuka      :   Nomor Tanggal.................

3.   Dokumen pendukung pembayaran (terlampir)

Sesuai  pasal  ..........  ayat  ...........  point  ..........  dari  standar  ketentuan  dan  syal.at
umum   surat   peljanjian   kontrak,    maka   PIHAK   KEDUA   berhak   menerima
pembayaran   dari   PIIIAK   PERTAMA  yaitu   pembayaran   ............,......   dari   nilal
kontrak atas pekeljaan ..............
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Perhitungan Pembayaran :

No. Keterangan
Persentase Persentase

Jumlah(0/o) (0/.)
Kemajuan Perniintaan
Pekel].aan Pembayaran

1. Nilai Kontrak
2. Jumlah Pembayaran lalu
3. Jumlah   Pembayaran   ini   Cumlah

yang dibayar)
4. Jumlah       Pembayaran       sampai

dengan srmt ini
5. Sisa Pembavaran

Keterangan :
1 . Denda
2. Potongan-potongan
3. Dst.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam ran8kap (.............)'

masing-masing  dibubuhi  dengan  materai,  rangkap  yang  lain  dapat  diperbanyak
sehingga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamara,

plErm pERTAxp
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran SKPD .......,...... Kabupaten
Sukamara Tahun Anggaran ..............

P- REDUA'
FT/CV

(...........................)

Direktur
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11. BA S®tnh Terima Pekedaan Dari PPK Ke Pengguna Anggamn/Barang

HOP SKPD

BBRITA ACARA SERAI[ TBRIHA PEKERIAA)I
Nomor  :   ...................................

Pada hari ini tan8gal
kami yang bertanda tangan dibawah ini

1Nam
a
NIP

Jabat
an
Alam
at

2    Nan   :
.a

NIP:

bulan

Pejabat   Pembuat   Komitmen   (PPK)   di   Lingkungan   Badan/Dinas
..............................KabupatenSukamaraTahunAnggaran..............
Kantor Badan/Dinas  .....................................  Kabupaten  Sukamara

Yang selanjutnya disebut sebagal PIHAK KESATU

Jabat   :   Pengguna      Anggaran/Barang      di      Lingkungan      Badan/Dinas
an Kabupaten     Sukamara     Tahun     Anggaran

Alam     :   Kantor Badan/Dinas
at               J1.

.....  Kabupaten Sukamara

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK REDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekeq.aan
Nana Program
Nana Kegiatan
Nana                Sub
Kegiatan
Nana Pekeljaan

DPPA - SKPD

Nomor             Surat
Perjanjian/Kontrak
Tg1.                    Surat
Peljanjian/Kontrak
Nilal Pekeljaan
Nana Penyedia
Lama/Tanggal
Pelaksanaan

:    Nomor
Tan8gal

Rp..............-.-..-..........(-

Mulai
Selesai

..................rupiah)

( ......................... )  Hari  Kalender

Dengan   memperhatikan   Berita   Acara   Pemeriksaan   Hasil   Pekeriaan   Nomor   :
...............................    tanggal    ..........................,    dan    Berita   Acara    Serah    Terima
Pekeljaan    Nomor    :    ............................................    tanggal    ...„ ....................,    maka
dengan ini menyatakan sebagai berikut :
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1.  PIHAK   KESATU   melakukan   penyerahan   pekeljaan   sebagaimana  dimaksud
kepada PIHAK KEDUA.

2.  PIHAK  KEDUA  menerima penyerahan pekeljaan yang diserahkan oleh PIHAH
EHBRATU.

3.  Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima pekeljaan ini tetap
mengacu pada ketentuan Surat Peljanjian/Kontrak nomor
tanggal ................... dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekeljaan ini dibuat dengan sebenarnya guna
bahan selanj utnya.
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Yang Menyerahkan :

PI- KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Di Lingkungan Badan/ Dinas
.......................Kabupaten

Sukamara
Tahun Anggaran .............

(Namal
NIP,

Yang Menerima :

PI- REDUA
Pengguna Anggaran / Barang
Badan/Dinas......................,

Kabupaten Sukanara
Tahun Anggaran .............

(Nama'
NIP.



12. ERA Serah Terlma Barang Pengguna Anggaran/Bamng Ke Pengurus
Bamn8

HOP SRTD

BERITA ACARA SERAII TERIMA BARANG
Nomor  :   ....... ' ...........................

Pada hari ini tanggal
kami yang bertanda tangan dibawah ini

1.    Nama
NIP
Jabatan

Alamat

2.   Nana    :
NIP

bulan tahun

Pengguna    Anggaran/Barang     di     Lingkungan     Badan/Dinas
..............................KabupatenSukamaraTahunAnggaran.........
Kantor Badan/Dinas ..................  Kabupaten Sukamara J1 .........
Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

Jabatan   :   Pengurus Barang di Lingkungan Badan/Dinas
Kabupaten Sukanara Tahun Anggaran ...............

Alamat      :    Kantor    Badan/Dinas     .......................     Kabupaten     Sukamara
Jl.........

Yang selanjutnya disebut sebagal PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesalnya pelaksanaan pekeq.aan :

Nana Program
Nana Keriatan
Nana Sub Kegiatan
Nama Pekeljaan
DPPA - SKPD Nomor       : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tanggal  : . . . . ' . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nomor                  SuratPel].aniian/Kontrak

Tgl.                       SuratPerianiian/Kontrak

Nilai Pekeriaan Rp..............................,(.........,......................rupiah)

Nana Penyedia
I.rna/TanggalPelaksanaan

..............  (.............. ...........)  Hari  Kalender

Mulai       : . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selesai   : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Barang antara PPK dan Pengguna
Anggaran/Barang  Nomor tan88al maka
dengan ini menyatakan sebagal berikut :

1.   PIIIAK  KESATU  melakukan  penyerahan  pekeljaan  sebagaimana  dimaksud
kepada PIIIAK KEDUA.

2.   PIIIAK REDUA   menerima penyerahan pekeljaan yang diserahkan oleh PIHAK
KBSATU.
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Demikian Berita Acara  Serah Terima Barang ini dibuat dengan  sebenarnya guna
bahan selanjutnya.

Yang Menyerahkan :

PIHAK KESATU
Pengguna Anggaran / Barang
Badan/Dinas

Kabupaten Sukamara
Tahun Anggaran ..........

(Name)
NIP.

Yang Menerima :

PIHAK KEDUA
Pengurus Barang

Badan/Dinas..................
Kabupaten Sukamara

Tahun Anggaran ..........

(Name)
NIP.

53



b.   Jasa Konaultansi
1.   BA semh Terima pekedaan

HOP PERUSAIIAAN KONSULTAN

BERITA ACARA
SERAII TERIMA PEKBRIAAN PERENCANAAN / PENGAWASAN

Nomor  :   ................................

Tanggal

PROGRAM
KBGIATAN
SUB KEGIATAN
PEKERJAAN
LOKASI
PEKERJAAN
SUB BIDANG
TAHUN
ANGGARAN

Pada hari ini ...... Tanggal
bertanda tangan di bawah ini

I.    Nama
NIP
Jabatan

Bulan ........... Tahun .............., kami yang

Isihan ra;rna pejabat pembuat koTwi;inen
Isihan rip pejabat pembuat homitmen
Pejabat   Pembuat   Komitmen   (PPK)   Bag{an/didang   ...
Berdasarkan                 Surat                 Keputu sam
Dinas/Instansi/Badan ................  Nomor :  ......... Tanggal

Alamat     :   Kantor/Dinas/Instansi/Badan
Selanjutnya disebut PIIIAK KESATU

Kepala

T1.   N a in a    ..   Isikcm ra:rna pengu:rus perusahaa;n (direkfu:r/wahil direktur/kuasa
direktwr)

Jabatan   :    Direktur/Waldl  Direktur/Kuasa  Direktur  PI`./CV  Pusat  ..........
berdasarkan  Akte  Notaris  ...........  Nomor  :   ......    tanggal  ..........,
bertindak untuk dan atas nana Fyr. /CV Pusat

Alamat     ..   Isikcm alamatpeTusahaan
Selanjutnya disebut PIIIAK KEDUA

Kedua belah pihak berdasarkan :
1.    Surat Perjanjian (Kontrak) Pekeq.aan Perencanaan Nomor :  ........ tanggal .........
2.    Berita Acara Kemajuan Pekeljaan Perencanaan Nomor :  ........ tanggal ..............

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk melakukan Serah Terina
Pekeljaan Perencanaan dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

Pacal 1
PDIAKKEDUAmenyerahkankepadaPnIAKKESATUdanPIIIAKRESATUmenyatakan
menerima dari PIIIAK REUA selunin hasfl pekeljaan perencanaan untuk :

a.    Program
b.    Kegiatan
c.    Sub

Kegiatan
d.    Pekeljaan
e.    IJokasi
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f.     DPA-SKPD

9.    Konsultan
Perencana

h.   Surat
Perjanjian
(Kontrak)

i.     Nilai
Peljanjian

j.    Jan8ka
Waktu

:    Nomor
Tan88al

:    Nomor
Tan8gal

-.Rp........-...-.............(.............

Pelaksanaan    :    .....  ( ....
Mulai
Selesai

) Hari Kalender

•rupiah)

Pard 2
Penyerahan  sebagaimana  dimaksud  dalam  pasal   1   diatas  berupa  dokumen  -
dokumen pelelangan dan pelaksanaan dari :

No. Uraian Jumlah Keterangan
Ada Tidak Ada

1. Gambar -  Gambar  pelaksanaan  dan
f=ambar detail

2. Dokumen           Pengadaan           Jasa
Pemborongan

3. Rencana      Anggaran      Biaya      dan
Kuantitas

4. *)   Dst .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kesimpulan I.engkap / TidakLendep

*) dapat disesualhan dengcm kebutuha:n

Pacal 3
Sebagai   kelengkapan   Berita   Acara   Serah   Terima   Pekeljaan   Perencanaan   ini
dilanpirkan :

1,    Berita Acara Pemeriksaan Pekeljaan Perencanaan Nomor : ........ tanggal
2.    Berita Acara Selesalnya Pekeljaan Perencanaan Nomor : ........... tanggal

Demikian   Berita   Acara   Serah   Terima   Pekeljaan   Perencanaan   ini  dibuat  dan
ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap 2 (Dua)
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PI- KE"TU
Pejabat Pembuat Komitmen

Bagiam/ Bidarlg ..............
Dinas/Instansi/Badan

Materai  10.000

(Nana)
NIP.

PI- REDUA
Konsultan Perencana

FT./CV

Materai  10.000

lNama)
Direktur/ Waldl Direktur/ Kuasa

Direktur

55



Henyetujul :
Kepala Badan/ Dinas/Instansi ......

Selaku Pengguna Anggaran

'Nama)
NIP.

Ccttcl,tort :
Berita acara dibuat dal.crm rangkap duq uritwh disinpcm Penyedia dibubuhi materal
Rp.  10.000 pada kolom tanda ta:ngan PPK, urrfui:k disimpan PPK dibilbu:hi materal Rp.
10.000 dan cap pada holom Perayedin.

56



2.   BA pemerihaan pekedaan

HOP SKPD

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PEXENAAH PERENCANAAN / PENGAWASAN

Nomor
Tan88al

PROGRAM
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN
PEKERJAAN
LORASI
PEKERJAAN
SUB BIDANG
TAHUN
ANGGAEN

Pada hari ini Tanggal
bertanda tangan di bawah ini

I.     Nana
NIP
Jabatan

A-t
11.     Nana

NIP
Jabatan

Alamat

Ill.    Nana
NIP
Jabatan

Alanat

IV.    Nana
NIP
Jabatan

Alamat

V.    Nana
Jabatan
Alamat

Bulan Tahun  ..............,  kami  yang

Isikan mama pejabat pembuat korrutmen
lsi;hen r.ip pejabct pembuat koTatinen
Pejabat      Pembuat      Komitmen      B¢g{an/Hdang      ...................
Berdasarkan   Surat  Keputusan   Kepala  Dinas/Instansi/Badan

Nomor
Kantor/Dinas/Instansi/Badan..„.

Tanggal

Isthan rLcma pejabat pelalcsa:ria teknis kegiatan
Isi.hen rip pejabat pelaksana teknis kegiatc.n
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan /isikari
rrama    keghattm/        Berdasarkan    Surat    Keputusan    Kepala
Dinas/Instansi/Badan ............  Nomor :  .........   Tanggal ...............
Kantor/Dinas/Instansi/Badan

Isthan nana
lsi:hen nip
Pengelola teknis/pengawas teknis Berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas/Instansi/ Badan ...... „ . . Nomor : ........ Tanggal .........
Kantor/Dinas/Instansi/Badan

Isikan Tunma
lsihan rip
Pengelola teknis/pengawas telmis Berdasarkan Surat Keputusan
KepalaDinas/Instansi/Badan.........Nomor

:   Kantor/Dinas/Instansi/Badan

Istkan rramc. honsu,Item pengcrwas
Isi:ham ncrma jabatan konsu,Itan pengcowas
Isihan alamat honsuitcm pengc.was

Tanggal
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VI.    Nana
Jabatan

Isikan mama direlctur/ wak{l direktur/ kuasa direkfu:r perusahaa;n
Direktur/Waldl Direktur/Kuasa Direktur PT. /CV Pusat ............
berdasarkan Akee Notaris .............  Nomor :  .....  tanggal ..............,
bertindak untuk dan atas nana PT. /CV Pusat .................

AIarmat     ..   Isikan nama ala:matpemsahaa;n

Telah mengadakan  pemeriksaan  dan  penilalan atas hasil pekeljaan
pelaksrmaan untuk :

a.    Pro8I.an
b.    Kegiatan
c.    Sub Kegiatan
d.    Pekeljaan
e.    I.okasi
f.     DPA-SKPD

9.    Konsultan perencana
h.   Surat                 Peljanj.ian

(Kontrak)

i.    Nilai peljanjian
j.    Jan8ka

Pelaksrmaan
Waltu

Nomor    :
Tanggal  :    .....

Nomor
Tanggal
Rp..........................(.....................................rxpiah)

( .................. )  Hari Kalender
Mulai
Selesai

Dengan lnl tnenyatalran bahwa :

Berdasarkan  pemeriksaan  tersebut  konsultan  perencanaan  telah  menyelesaikan
pekeljaan perencanaan sebesar loo % (seratus persen) , sebagaimana tertuang dalam
Berita   Acara   Kemajuan   Pekeljaan   Perencanaan   Nomor   :   ..................   tanggal
..............  sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan dalaln Surat Peljanjian
(kontrak)  perencanaan beserta kelengkapannya dan dapat diadakan Serah Terima
Pekeri aan Perencanaan.

Demikian   Berita   Acara   Pemeriksaan   Pekeljaan   Perencanaan   ini   dibuat   dan
ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas untuk dipergunakan
sebagainana mestinya.

Diperha oleh :
Pengelola    Teknis/Pengawas
Teknis

Dibuat oleh :
Kon sultan Perencana

Err - I C:N

(.
( Direktur/ Wakil Direktur/ Kuasa

Direktur)

I.     Nana
NIP.

11.     Pengelola    Teknis/Pengawas
Teknis
Nana
NIP.

Dl8etujui :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(isi.hen rrama kegiatan)
Pada Dinas/Instansi/Badan .........

(Nana)
NIP.
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M®nyetuJul :
Pejabat pembuat Komitmen Bqgz.an/J3idang ...................

Dinas/Instansi/Badan...................................

(Namal
NIP.
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3.   ERA Laporan Kemajuan Pekedaan

HOP SKPD

BERITA AciRA
LAPORAN KEMAJUA)I PEXERIAAN PERENCANAAN / PENGAWASAN

Nomor :
Tanggal :

PROGF"
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN
PEKERJiEN
roRASI
PEKERJAAN
SUB BIDANG
TAHUN
ANGGARAN

Pada hari ini Tanggal............Bulan
bertanda tangan di bawah ini :

I.    Nana
NIP
Jabatan

Alanat

11.    Nana
NIP
Jabatan

Alanat

Ill.   Nama
NIP
Jabatan

Alamat

IV.   Nana
NIP
Jabatan

Alamat

V.    Nama
Jabatan
Alarmt

VI.   Nama

Tahun  ..............,  kami  yang

Isi.kan ncma pejabat pembuat korriinen
Isi:ham rvjp peiabat pem,buat komiiner.
Pejabat       Pembuat       Komitmen       Bagzan/Bfdang       ...................
Berdasarkan   Surat   Keputusan   Kepala   Dinas/Instansi/Badan

Nomor
:   Kantor/ Dinas/Instansi/Badan

Tanggal

Isthan nama pejabat pelaksana tekmis kegiatcm
Isiha:n r[jp pejabat pelaksana teknis kegiatan
Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan  (PFyl`K)  pada  Kegiatan  /is{kan
rmma     keg{atan/         Berdasarkan     Surat     Keputusan     Kepala
Dinas/Instansi/Badan  ............  Nomor :  ......... „   Tanggal  ..............
Kantor/Dinas/Instansi/Badan

Isi:hen ra~
Isi:kan Trip
Pengelola  teknis/pengawas teknis  Berdasarkan  Surat  Keputusan
Kepala Dinas/Instansi/Badan ....... Nomor :  .......... Tanggal ........
Kantor/Dinas/Instansi/Badan

Isikan ncma
Isikan rvip
Pengelola teknis/ pengawas  teknis  Berdasarkan  Surat  Keputusan
Kepala Dinas/Instansi/Badan ....... Nomor :  .......... Tanggal ...........

:   Kantor/Dinas/Instansi/Badan

Isi:ham rra:rna honsultan pengowas
Is{kan rra;rna j abcutin honsul±an pengawas
lsikan alemat honsulton pengawas

Isthan nama direkfur/ waktl dircktur/ kuasa direktur peruscthaa;n
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Jabatan    :    Direktur/Waldl   Direktur/Kuasa   Direktur   Pr./CV   Pucat   ..........
berdasarkan Akee Notaris ....... Nomor :  ..... tanggal ......., bertindak
untuk dan atas nana p'I`./CV Pusat ..............................................

Alama:t     ..   Istkan nama alamat perusahaan

Dengan lri menyatakan :

1.   Telah mengadakan pemeriksaan dan penilaian atas hasil pekeljaan perencanaan
untuk :
a.   Program
b.   Kegiatan
c.    Sub Kegiatan
d.   Pekeljaan
e.    Lokasi
f.    DPA-SKPD

9.   Konsultan perencana
h.   Surat                Perianjian

(Kontrak)

i.    Nilai peljanjian
j.   Jangka

Pelaksrmaan
Waktu

Nomor       :     .....
Tan88al    :

Nomor
Tanggal
Rp

Mulai
Selesai

) Hari Kalender

2.   Pelaksanaan pekeljaan perencanaan tersebut diatas meliputi dengan prestasi
sebagai berikut :

No. Tahap Pekedaan Robot
TahapP®ny®lecal

Bobot
Peketjaan anPekedaan Pr®8tasl

1. Tahap konsep rencana teknis a/a 0/o 0/o

2. Tahap pra rencana teknis 0/o % %
3. Tahap pengembangan rencana teknis O/a O/o O/a

4. Tahap galnbar detail (penyerahan O/o 0/o 0/o
dokumen)

5. Tahap pelelangan 0/o O/o %
6. *)  Dst  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O/o O/o O/a

Juthh a/a
*) dapat disesuctihan dengcm kebu:tuha:n

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, kemajuan pekerjaan perencanaan
telah mencapai 100°/o (seratus persen).

Demikian  Berita Acara I.aporan  Kemajuan  Pekeljaan  Perencanaan ini dibuat dan
ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Dlperikca Oleh :
Pengelola    Teknis/Pengawas
Teknis

I.     Nana
NIP.
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11.     Pengelola    Teknis/Pengawas
Teknis
Name
NIP.
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Dibuat oleh :
Konsultan Perencana

Fr[ . 1 C;N

(.....................................'
(Direktur/ Waldl Direktur/ Kuasa

Direktur)

Dlcetujul :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(isikan nama kegid±cm)
Pada Dinas/ Instansi/ Badan

(Nama'

NIP.

Menyetutul :
Pejabat Pembuat Komitmen B¢g!an/Bidang

Dinas/Instansi/Badan

(Nama'
NIP.



4.   BA selesalnya p®kedaan

HOP SKPD

BERITA ACARA
sELrsAINyA pEKERiAAN PEREHCA)iAAN / PEHGAWASABI

Nomor  :   ...........................

Tan88al

PROGRAM
KEGIATAN
SUB
KEGIATAN
PEKERJiEN
LOKASI
PEKERJAAN
SUB BIDANG
TAHUN
ANGGAEN

Pada hari ini Tanggal............Bulan
bertanda tangan di bawah ini

I.     Nana
NIP
Jabatan

AlaLrmt

11.     Nana
NIP
Jabatan

Alanat

Ill.    Nana
NIP
Jabatan

Alanat

IV.    Nana
NIP
Jabatan

Alamat

V.    Nana
Jabatan
Alanat

VI.    Nana
Jabatan

Tahun  ..............,  kami yang

Isi:kan rrama pejabat pembuat korriinen
lsi:kan rip pejabat pernbuat ho"itmen
Pejabat      Pembuat      Komitmen      Bagr.an/Bfc!ang      ...................
Berdasarkan  Surat  Keputusan  Kepala  Dinas/Instansi/Badan

Nomor :
Kantor/Dinas/Instansi/Badan

Tanggal

Isihan rrama pejabat pela:Icsana teknis kegiatan
lsi]can rip pejabat petaksana telen;is kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PFTK)  pada Kegiatan  /ist.Jcan
nana    kegrfuan/        Berdasarkan    Surat    Keputusan    Kepala
Dinas/Instansi/Badan ........  Nomor :  ...........   Tanggal ................

:     Kantor/Dinas/Instansi/Badan  ...................................................

Isihan na~
Isthan rvjp
Pengelola teknis/pengawas teknis Berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas/Instansi/Badan ........... Nomor : ......... Tanggal ......

:   Kantor/ Dinas/Instansi/Badan

Isi:hen nana
lstkan rip
Pengelola teknis/pengawas teknis Berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Dinas/Instansi/Badan ......... Nomor : ........ Tanggal .........
Kantor/Dinas/Instansi/Badan

Isthan rrama honsultan pengcunas
Isi;ham ncrma jabatan horvsultci;n pengci,was
lsihan alamat honsu,Itan pengawas

Istlcan riama direktur/ ujakil direlctur/ fai.usa direkeur perusahaa:n
Direktur/Wakil Direktur/Kuasa Direktur FT./CV Pusat ..............
berdasarkan  Akte  Notaris   .......,.   Nomor  :   .....  tanggal   ...........,
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bertindak      untuk      dan      atas      nana      FT./CV      Pusat

Alamat     ..   Istkan nana alamatperasahaan
Berdasarkan  hasil  pemeriksaan  pekeljaan  perencanaan  dan  laporan  kemajuan
pekeljaan  perencanaan  dan  penilaian  secara  seksama  atas  hasil  pelaksanaan
pekeljaan untuk :

a.    Pr08ran
b.    Kegiatan
c.     SubKegiatan
d.    Pekeljaan
e.     I.okasi
f.      DPA-SKPD

9.    Konsultan perencana
h.    Surat                 Petjanjian

(Kontrak)

i.     Nilai peljanjian
j.    Jangka

Pelaksrmaan
Waktu

Nomor     :     .....
Tan8gal  :    ...

:    Nomor
Tanggal

•.     R:p ..............-..-........   ( .........-...............-.......- ".pith)

( .................. )  Hari Kalender
Mulai
Selesai

Dengan lri menyatalran bahva :

1.   Seluruh       pekeljaan       perencanaan       sebagainana       dimaksud       dalaln
perianjian/kontrak tersebut diatas, telah diselesaikan sebagaimana mestinya.

2.   Dengan  diselesaikannya  seluruh  pekeljaan  ini,  maka  dapat  di  adckan  Serah
Terirna Pekerjaan Perencanaan.

Demikian   Berita   Acara   Selesainya   Pekeq.aan   Perencanaan    ini   dibuat   dan
ditandatangani pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Dlperha Oleh :
Pengelola    Teknis/ Pengawas
Teknis

I.      Name
NIP.

11.    Pengelola    Teknis/Pengawas
Teknis
Name
NIP.
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Dibuat oleh :
Konsultan Perencana

PT./CV

(Direktur/ Wakil Direktur/ Kuasa
Direkfur)

Dlsetujul :
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Gsi:hen ra;rna kegiatan)
Pada Dinas/ Instansi / Badan

(Hama)

NIP.



M®ny®tujul :
Pejabat Pembuat Komitmen Bagz.an/B{czang ................. „

Dinas/Instansi/Badan................................,..

(Ha"l
NIP.
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5.   Surat Pernyataan S®lesainya Pekedaan Dari Kon8ultan

HOP PERUSAHAAN KONSULTAN PENGAWAS

Sukanara,.........................

Nomor
hapiran    :-
Perihal         : Pemyataan selesainya pekeljaan 1 00°/o

fisiha:n nama pakct pckeTjca:n)

Kepada Yth :
Pej abat Pembuat Komitmen Baghan/Bfc!ang
Dinas/Instansi/Badan

di-al-
Suhamara

Berdasarkan Surat Pebanjian Kontrak Nomor :  .......   Tanggal .... „ tentang ...., kami
telah melakeanakan  pekeljaan tersebut dibawah ini pada :

a,    FTogram
b.    Kegiatan
c.    Sub Kegiatan
d.    Pekeljaan
e.    I.okasi
f.     DPA-SKPD

9.    Nilai pekeljaan
h.   Jangka

Pelaksanaan
Waktu

Nomor    :
Tanggal  :    -
Rp...............

Mulai
Selesai

.(.............-.........

) Hari Kalender
rupiah)

Sesuai dengan kontrak tersebut diatas dengan jangka waktu pelaksanaan yang telah
ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagalmana mestinya.

Konsultan Pengawas ,
FT./CV

(mama)
(Jabatan)

Tembusan disampdikan kepada Yth :
1,  Kepala Dinas/Instansi/Badan  ............................................................
2. Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang Bagtan/Bfdang
3. Arsip
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6. Permohonan Pembayamn

HOP PBRUSAIIAAH

Sukamara,

Nomor         :
Lanpiran    :    1 (satu) berkas
Perihal        :   Permohonan

Peml)ayaran

Dengan Hormat,
Kani yang bertanda tangan dibawah ini

Nama
Jabatan
Nania Perusahaan
Alanat
Nomor Rekening
Nana Bank
NPWP Perusahaan

Kepada'
Yth.    PA/KPA
SKPD........TA

di-

Sehubungan akan dilaksanakannya pekeljaan :
Program
Ke8iatan
Sub Kegiatan
Pekeljaan
Lokasi
DPA-SKPD
DPPA-SKPD
Surat Pep.anjian (kontrak)
Nilai Pekelj-
Jan8ka waktu pelaksanaan

Jaminan uang Muka        :

Mulai
Selesai
Nomor

Tempat

Tanggal
Tan88al

Terbilang............-......
.......... )  Hari Kalender

Bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran atas selesainya pekeriaan
dengan rincian sebagal berikut :

No. JUMLAII IIARGA

ruMIAII TOTAL

Demikian disampaikan atas perhatian dan keljasamanya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
(Peruschaan)

(...........-......-.......-.....)
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7.   For"t Dokumen Berita Acara Pembayaran

HOP SKPD

Pada  hari  ini

BERITA ACARA pEueAyARAIT
Nonor.............I.............I..............

tanggal   .........   bulan   ..........   tahun   ...........,   kami   yang
bertandatangan dibawah ini

1.   Nama/NIP
Jabatan      :   Pengguna  Anggaran/Kuasa   Pengguna   Anggaran   SKPD   ............

Kabupaten  Sukamara Tahun Anggaran  ..........  berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Sukamara Nomor .............  tanggal ...............

Alamat          :    JL.  Tjilik RIwut Kin ......... Telp (0532)  .............  Sukamara ............

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2.    ga=aatan                               :    i;.i.i;.i.t.i.i.: ,,,,, :,..:,:::..: .... PT/CV ....................

Nalna perusahaa.n        :     ..............................
Alamat perusahaan   :   Jl
Nomor Rekening
Nana Bank
NPWP Perusahaan

Selanjutnya disebut PIHAK KBDUA

Berdasarkan :
1.   PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat bahwa untuk

a. Urusan Pemerintahan
b. Program
c. Kegiatan
d. Sub Kegiatan
e. Pekeljaun
f.  Lokasi
9.  DPA-SKPD
h. DPPA-SKPD

:    Nomor:
:    Nomor:

i.  Surat peljanjian (Kontrak)   :   Nomor :
j.  Addendum surat peljanjian  :   Nomor
k. Nilai Pekerjaan
1.  Jan8ha Walthi Pelaksanaan

Mulai

Tanggal
Tanggal
Tanggal
Tanggal

•.    Rp ........................  Terbilang .....

:     ..........  ( ............... )  Hari  Kalender

Selesai
2.   Dokumen pendukung pembayaran (terlampir)

Sesuai  pasal  ..........  ayat  ...........  point  ..........  dari  standar  ketentuan  dan  syarat
umum   surat   peljanjian   kontrak,   maka   PIHAK   KEDUA   berhak   menerima
pembayaran   dari   PIHAK   PBRTAMA  yaitu   pembayaran   ...................   dari   nilal
kontrak atas pekeljaan ..............

Perhitungan Pembavaran :

N Keterangan
Persentase Persentase

Junrdah(%) (O/o)
0. Kemajuan Permintaan

Pekeq'- Pembayaran
1. Nilai Kontrak
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Keterangan :
1.  Denda
2. Potongan-potongan
3. Dst.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam rangkap
),  masing-masing dibubuhi dengan materal,  ran8kap yang lain dapat diperbanyak
sehingga dapat dipergunakan sebagalmana mestinya.

Sukamara,

PIHAK PERTADLA,
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran SKPD  .............. Kabupaten
Sukamara Tahun Anggaran ..............

PIHAK KEDUA,
Frr I C;N .

(...........................)

Direktur
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8.   BA Setilh Terima Pekedaan Dari PPK Ke Pengguna Aiiggamn/Barang

HOP SKPD

BERITA ACARA SERAII TERIMA PEKERIAAN
Nomor :

Pada hari ini tan88al
kani yang bertanda tangan dibawah ini

1.    Nama
NIP
Jabatan

Alanat

2.    Nama
NIP
Jabatan

Alamat

bulan tahun

Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  di  Lingkungan  Badan/Dinas
Kabupaten Sukanara Tahun Anggaran

Kantor Badan/Dinas ................ Kabupaten sukamara JI
Yang selanjutnya disebut sebagal PIHAK KESATU

Pengguna     Anggaran/Barang     di     Lingkungan     Badan/Dinas
.................... Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran ....

:    Kantor Badan/Dinas .............. Kabupaten Sukamara J1.
Yang selanjutnya disebut sebagai PIIIAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekeljaan
Nama Program
Nama Kegiatan
Nana                Sub
Kegiatan
Nana Pekeljaan

DPPA - SKPD

Nomor             S urat
Perjanjian/Kontrak

Tanggal

Tgl.                    Surat
Pep.anjian/Kontrak    :    ....
Nilal pekejaan           :   Rp
Nana Konsultan        :
I.ama/Tanggal
Pelaksanaan ( ......................... )  Hari  Kalender

Selesai

Dengan   memperhatikan   Berita   Acara   Pemeriksaan   Hasil   Pekeljaan   Nomor
tan88al

Pekerjaan  Nomor
dengari ini menyatakan sebagai berikut :

.,   dan   Berita  Acara  Serah  Terima
tanggal maka

1.   PIHAK  KBSATU  melakukan  penyerahan  pekeljaan   sebagainana  dimaksud
kepada PIIIAK KEDUA.

2.   PIHAK KEDUA menerima penyerahan pekeljaan yang diserahkan oleh PIHAK
REATU.

3.   Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima pekeljaan ini tetap
mengacu pada ketentuan Surat Peljanjian/ Kontrak nomor
tanggal ................... dan ketentuan peraturan yang berlaku.
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Demikian Berita Acara Serah Terima Pekeljaan ini dibuat dengan sebenarnya guna
bahan selanjutnya.

Yang Menyerahkan :

PI- I-TU
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Di Lin8kungan Badan/Dinas
Kabupaten

Sukamara
Tahun Anggaran .

(Name)
NIP.

Yang Menerima :

P- REDUA
Pengguna Anggaran / Barang
Badan/Dinas.......................

Kabupaten Suk-a
Tahun Anggaran .............

(Name)
NIP.
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9.   ERA Semh Terima Barang P®ngguna ADggaran/Barang Ke Pengurus
Barang

HOP SHPD

BERITA ACARA SERAII TERIuA BARANG
Nomor :

Pada hari ini tanggal
kami yang bertanda tangan dibawah ini

1.    Nana
NIP
Jabatan

Al-t
2.   Nana

NIP
Jabatan

Alanat

bulan tahun

Pengguna     Anggaran/Barang     di      Lingkungan     Badan/Dines
.................  Kabupaten Sukamal.a Tahun Anggaran  .........................
Kantor Badan/Dinas .................  Kabupaten Sukamara Jl ...............
Yang selanjutnya disebut sebagai PHAK KrsATU

Pengurus Barang di Lingkungan Badan/Dinas
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran  ................................
Kantor Badan/Dinas ..................... Kabupaten sukanara Jl.
Yang selanjutnya disebut sebagal PIHAK REDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekeljaan :

Nana Program
Nana Kegiatan
Nalna               Sub
Kegiatan
Nana Pekeljaan
DPPA - SKPD

Nomor            Surat
Peljanjian/Kontrck
Td.                 Surat
Peljanjian/Kontrak
Nilai Pekeljaan
Nana Penyedia
Lama/Tanggal
Pelaksanaan

Nomor    :
Tan88al :

Mulai
Selesal

( ......................... )  Hari  Kalender

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terima Barang antara PPK dan Pengguna
Anggaran/Barang   Nomor   :    ...............................    tanggal   ..........................,   maka
dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1.   PIIIAK  KESATU  melakuhan  penyerahan  pekeriaan  sebagaimana  dimaksud
kepada PIIIAK KEDUA.

2.   PnIAK KEDUA  menerima penyerahan pekeljaan yang diserahkan oleh PHAK
KESATU.

Demikian  Berita Acara  Serah Terina Barang ini dibuat dengan sebenamya guna
bahan selanjutnya.
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Yang Menyerahkan :

PIHAX KESATU
Pengguna Anggaran / Barang
Badan/Dinas...........„„........

Kabupaten Suk-a
Tahun Anggaran .............

(Name)
NIP.

Yang Menerima :

PIHAK KEI)UA
Pengurus Barang

Badan/Dinas..................
Kabupaten Sukamara

Tahun Anggaran ..........

(Hatna'
NIP.
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c.   Pengadaan Bamng

1.   BA Pemeriksaan Hasll Pengadaan

HOP SKID

BERITA ACARA PBMERIKSAAN HASIL PENGADAA)I
Nomor  :   ...............................--.

..........  Tanggal  ................  Bulan  ..................  Tahun  ....,..........

Sukamara       berdasarkan       Surat       Keputu sam       Kepala
Pada hari ini ....
bertempat       di
Badan/Dinas Nomor Tanggal
tentang     Penetapan     Pejabat     Pembuat     Komitmen     (PPK)     di     Linckungan
Badan/Dinas  .......................  Kabupaten  Sukamal.a  Tahun  Anggaran  ............  dan
Surat Keputusan Kepala Badan/Dinas Nomor
Tanggal  .....................  tentang  Pengan8katan  Pejabat  Pelaksana  Teknis  Kegiatan
(PPI`K) di Lingkungan Badan/Dinas .............................
Anggaran ............., yang bertanda tangan di bawah ini

I.       NaLrna
NIP
Jabatan

Alanat

11.     Nana
NIP
Jabatan

Alamat

Ill.    Nama
Jabatan
Alamat

Kabupaten Sukamara Tahun

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Badan/Dinas
........................ Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran ..........
Kantor    Badan/Dinas     ...
Sukamara Jl ....................................,  Sukamara

Kabupaten

Pejabat   Pelaksana  Teknis   Kegiatan   (PFTK)   pada   Kegiatan
.........................  di  Lin8kungan  Badan / Dinas  ................,........
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran ...............

:   Kantor    Badan/Dinas
Sukamara Jl ...............

Direktur pr/CV/TOKO .............

Sukamara
Kabupaten

Masing-masing karenajabatannya, dengan ini menyatakan dengan sebenamya telah
melaksanakan pemeriksaan terhadap barang
dari :

Nana Penyedia
Alanat Penyedia

Bahwa  sehubungan  pekeriaan
Su:raf Peso:ra:n (SP), nomor  ......

yang dipesan

sesuai

dan setelah dilakukan pemeriksaan/penilaian/pengujicobaan oleh PPK, dengan ini
menyatakan sebagai berikut :

1.   Semua barang basil pengadaan tersebut yang diperiksa/dinilal/diuji coba oleh
PPK adalah berupa :
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No, Name Bamng Saturn Volume
Har8aSatuanlRpl JundhHar8a'Rp)

1.

2.
3.
4.
5.

Total 'Rp.)

2.  Hasil pemeriksaan/penilaian/pengujicobaan adalah sebagai berikut :

Barang-barang tersebut telah sesuai dengan spesifikasi, jumlah dan dalam kondisi
balk,  lengkap  serta dapat dioperasikan  sebagaimana  mestinya dengan  disertai
kelen8kapan-kelengkapannya.

3.  Selanjutnya kepada PPK dapat direkomendasikan untuk melanjutkan ke proses
serah terima barang atas pekejaan tersebut.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenamya
guna bahan selanjutnya.

Penyedla Barang,

'Nama)
Direktur/Pemilik

PeJabat Pelaksana Teknl8 Keglatan
(PPTK)

pada kegiatan  ....................... di
Lingkungan Badan/Dinas ....................

Kabupaten S ukamara
Tahun Anggaran ............

(NIma)
NIP.

Pejabat Pembuat Komltmen (PPK)
Badan/Dinas ................................. Kabupaten sukamara

Tahun Anggaran ......,.........

(NaL")
NIP.
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2. BA Serah Terima Bamng Dari Penyedla Ke PPK

HOP SKPD

BERITA ACARA SERAII TERIHA BARANG
Nomor

Pada hari ini tan88al
kallii yang bertanda tangan dibawah ini

bulan tahun

1. Nana
NIP
Jabatan Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  di  Lingloungan  Badan/Dinas

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran  . . . . . . . .
Alanat Kantor Badan / Dinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kabupaten Sukamara Jl .  . . . . . . . . . .

Yang selanjutnva disebut sebagal PIIIAK KESATU
Nana
Jabatan Direktur  pT/CV/Toko  .. .. . .. . .. . .. . . . .. . .. ... . ... ... .. . .. . . ... .... .. .. .. . . .. . . . .. . . .. .

Alanat Jl'..............................................................'.................'..............

Yang selaniutnva disebut sebagai PIHAK KEDUA
Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekeljaan :

Nama Program

Nana
Kegiatan
Nana Sub
Kegiatan
Nana
Pekeq.aan
DPPA - SKPD

Nomor     Surat
Pesanan
Tanggal  Surat
Pesanan

Nomor
Tan8gal

NilalBorongan    :    Rp,..
Nana
Penyedia
Baran8
ILana/Tan88al
Pelaksrmaan       : ) Hari Kalender

Mulai
Selesal

Dengan   memperhatikan   Berita   Acara   Pemeriksaan   Hasil   Pengadaan   Nomor
tanggal .........................., maka dengan ini menyatakan sebagai

berikut :

1.   PIIIAK KEDUA melakukan penyerahan barang sebagaimana dimaksud kepada
PIHAK KESATU.

2.   PIIIAK  KESATU  menerima  penyerahan  barang yang  diserahkan  oleh  PIHAK
REDUA.
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3.   Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima barang ini tetap
mengacu pada ketentuan Surat Perianjian/Kontrak nomor :  .............................
tanggal .................. dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian  Berita Acara  Serah Terima Barang ini dibuat dengan  sebenarnya guna
bahan selanjutnya.

Yang Menyerahkan :

PIHAK REDUA

FT I cN I T®rfu®

(Name)
mTektur/ Pemiltk

Yang Menerima :

PIHAK REATU
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Di Lingkungan Badan/ Dinas
Kabupaten Sukamara

Tahun Anggaran

(Hama)
NIP.
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3.   BA pembayaran

HOP SKPD

Pada  hari  ini

BERITA ACARA pEMEIAVARAIr
NornoI.-...........1.............I...........-..

tanggal   .........   bulan   ..........   tahun   ...........,   kami   yang
bertandatangan dibawah ini

1.  N-/NIP
Jabatan      :    Pengguna  Anggaran/Kuasa  Pengguna  Anggaran  SKPD

Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran
Keputusan Bupati Sukamara Nomor ...,

Alamat         :     JL. TjilikRiwutKm ........
Selanjutnya disebut PIIIAK PERTAMA

2.N-
Jabatan
Nana Perusahaan

Telp (0532)

:    i;'i;'ri'i';':::'.:::::::::::: .... FT/CV.

Alamat Perusahaan :   Jl.
Nomor Rekening
Nana Bank
NPWP Peruschaan

I berdasarkan Surat
tan88al...............
..  Sukamara ...........

Selanjutnya disebut PIIIAK REDUA

Berdasarkan :
1.   PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah setuju dan sepakat bahwa untuk

a. Urusan Pemerintahan
b. Program
c. Kegiatan
d. Sub Kegiatan
e. Peker].aan
f.  Lokasi
9.  DPA-SKPD
h. DPPA-SKPD
i.  Surat Perjanjian (Kontrak)

Nomor
Nomor
Nomor :

j.  Addendum Surat Peljanjian  :   Nomor :
k. Nilal Pekerjaan

Tan88al
Tan88al
Tanggal
Tanggal

1.  Jangka waktu Pelaksanaan  :    ..........  ( ............... )  Hari Kalender
Mulai   :
Selesai :

2.   Jaminan uang Muka                  :   Nomor

3.   Dokumen pendukung pembayaran (terlampir)

Sesual  pasal  ..........  ayat  ...........  point  ..........  dari  standar  ketentuan  dan  syarat
umum   surat   per).anjian   kontrak,    maka   PIHAK   KEDUA   berhak   menerima
pembayaran   dari   PIHAK   PBRTAMA  yaitu   pembayaran   ...................   dari   nilai
kontrak atas pekeljaan ..............
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Perhitungan Pembayaran :

N Keterangan
Persentase Persentase

Jumlah(%) (O/o)
0. Kemajuan Pernintaan

Pekeriaan Pembavaran
1. Nilai Kontrak
2. Jumlah Pembavaran lalu
3. Jumlah   Pembayaran   ini   Oumlah

vans dibayar)
4. Jumlah       Pembayaran       sampal

dengan scat ini
5. S isa Pembavaran

Keterangan :
1. Denda
2. Potongan-potongan
3.  Dst.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini di buat dalam ran8kap
),  masing-masing dibubuhi dengan materal,  rangkap yang lain dapat diperbanyak
sehingga dapat dipergunakan sebagainana mestinya.

Sukamara, .

PIHAK PERTAAfty
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna
Anggaran SKPD .............. Kabupaten
Sukamara Tahun Anggaran ..............

PIEIAK REDUA,
PT/CV.

(........-...-............)

Direktur
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4.   BA Serah Terima Pekedaan Dari PPK Ke Pengguna Anggaran/Barang

HOP SKPD

BBRITA ACARA SBRAII TERIMA BARANG
Nomor  :   ...................................

Pada hari ini tan88al
kami yang bertanda tangan dibawah ini

bulan tahun

1. Nama
NIP
Jabatan Pejabat  Pembuat  Komitmen  (PPK)  di  Lingkungan  Badan/Dinas

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Kabupaten Sukanara Tahun Anggaran . . . . . . . . . . . . . .
Alanat Kantor        Badan/Dinas         ...„............ ................ ....         Kabupaten

Sukamara Jl.  . . . . . . „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yang selanjutnya disebut sebagal PIHAK KESATU

2. Nana
NIP
Jabatan Pengguna     Anggaran/Barang     di     Lingkungan     Badan/Dinas

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kabuoaten Sukamara Tahun Anggaran . . . . . . . . . . . . . . . . . . .AI-t Kantor Badan/Dinas .. .. .. .. ..  Kabupaten Sukamara J1.  .. . .. . .. . ... .... . .
Yang selaniutnva disebut sebagal PIHAK REDUA

Bahwa sehubungan denfan selesainva pelaksanaan pekeriaan :
Nana Progran
Nana Kefatan
Nalna               SubKeriatan

Nama Pekeriaan

DPPA - SKPD Nomor       :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tanggal   :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nomor            SulatPerianjian/Kontrak

Td.                 SuratPerianjian/Kontrck

Nilal Pekel].aan Rp.....................(..............................................................I

Nana Penyedia
Lama/TanggalPelak-aan ..............  (.........................)  Hari  Kalender

Mulai         :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Selesai    :   . - . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dengan   memperhatikan   Berita   Acara  Pemerikeaan   Hasil   Pengadaan   Nomor
tang8al dan  Berita  Acara  Serah  Terina

Barang    dari    penyedia    ke    PPK    Nomor    :     ............................................     tanggal
maka dengan ini menyatakan sebagai berikut

I.   PIHAK  KESATU  melakukan  penyerahan  pekeljaan   sebagaimana  dimaksud
kepada PIHAK KEDUA.

2.   PIHAK KEDUA menerima penyerahan pekeljaan yang diserahkan oleh PIHAK
HrsATu.
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3.   Terhadap hal-hal yang berkenaan dengan pasca serah terima pekeriaan ini tetap
mengacu  pada  ketentuan  Surat  Peljanjian/Kontrak  nomor  :  ..........................
tanggal ................... dan ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian  Berita Acara Serah Terima Barang ini dibuat dengan  sebenamya guna
bahan selanjutnya.

Yang Menyerahkan :

PIIIAK KESATU
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Di Lingkungan Badan/ Dinas
Kabupaten

Sukanara
Tahun Amggaran .

(Nana)
NIP.

Yang Menerima :

PI- REDUA
Pengguna Anggaran / Barang
Badan/Dinas.......................

Kabupaten Sukamara
Tahun Anggaran .............

(Mama)
NIP.
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5.   BA Serah Terima Barang Dari Penggtina Anggaran/Barang Ke
Pengurus Barang

HOP SKPD

BBRITA ACARA SERAII TERIMA BAENG
Nomor :

Pada hari ini tan88al
kani yang bertanda tangan dibawah ini

1.   Nama
NIP
Jabatan

Alanat

bulan tahun

Pengguna    Anggaran/Barang    di    Lingkungan    Badan/Dinas
....................  Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran  ..................
Kantor Badan/Dinas ..,.............. Kabupaten sukamara Jl ............

Yang selanjutnya disebut sebagal PIHAK KESATU
2.   Nana      :

NIP

Jabatan     :   Pengurus         Barang         di         Lingkungan         Badan/Dinas
Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran

Alamat        :    Kantor Badan/Dinas ................... Kabupaten sukamara JI

Yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Bahwa sehubungan dengan selesainya pelaksanaan pekeljaan :

Nama FTogram
Nana Kegiatan
Nana sub Kegiatan   :
Nana peker).aan          :
DPPA - SKPD

Nomor             S urat
Peljanjian/Kontrak    :
Tg1.                     Surat
Perjanjian/Kontrak
Nilai Pekeljaan
Nama Penyedia
I,ama/Tanggal
Pelaksanaan

Nomor    :
Tanggal ,

Mulai
Selesai

( ...............,......... )  Hari  Kalender

Dengan memperhatikan Berita Acara Serah Terina Barang antara PPK dan Pengguna
Anggaran/ Barang  Nomor tan88al maka
dengan ini menyatakan sebagal berikut :

1.   PIIIAK  KESATU  melakukan  penyerahan  pekeljaan  sebagaimana  dimaksud
kepada PIIIAK KEDUA.

2.   PIIIAK KEDUA   menerima penyerahan pekeljaan yang diserahkan oleh PIHAK
KrsATu.
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Demikian  Berita Acara  Serah Terima Barang ini dibuat dengan  sebenarnya guna
bahan selanjutnya.

Yang Menyerahkan :

PIHAK KESATU
Penggu na Anggaran / Barang
Badan/Dinas.......................

Kabupaten Sukanara
Tahun Anggaran .............

(Nama'
NIP.

Yang Menerima :

P- REI)UA
Pengurus Barang

Badan/Dinas
Kabupaten Suk-a

Tahun Anggaran ..........

(nana)
NIP.
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6.   Surat Permohonan Pembayaran

HOP PERUSAHAAN

Sukanara,

Tompat

Nomor         :
hapiran
Perihal

:     1  (satu) berkas
:   Pemohonan
Pembayaran

Dengan Homat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini

Nana
Jabatan
Nana Peru sahaan
Alanat
Nomor Rekening
N- Bank
NPWP Perusahaan

Kepada'
Yth.    PA/KPA
SKPD........TA

Sehubungan akan dilaksanakannya pekeijaan :

Pr08ran
Kegiatan
Sub Kegiatan
Pekerjaan
Lekasi
DPA-SKPD
DPPA-SKPD
Surat Perjanjian (kontrak)
Nilal Pekeljaan

Jan8ka waktu pelaksanaan
Terbtlang

..........    (

Mulai
Selesai

Tan88al
Tan8gal
Tan8gal

) Hari Kalender

Bersama ini kami mengajukan permohonan pembayaran atas selesainya pekeljaan
dengan rincian sebagal berikut :

Ho, •UIHIAI[ HARGA

•UMLAII TOTAL

Demikian disampaikan atas perhatian dan keljasamanya diucapkan terima kasih.

Pemohon'
(Perusahaan)

(................................)
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d.   Format Kelengkapan Dokumen Lalnnya
1.   Stlrat Pemyataan Pengajuan UP/GU/TU

HOP SHPD

SURAT PEEonyATAA)I pBNGAruAH up/Gu/Tu
Nomor  :   .......... ' ........................

Sehubungan  dengan  Surat  Permintaan  Pembayaran  {JP/GU/7t/ /SPP-UP/GU/7T[J/
yang   kami   ajukan   sebesar   Rp .............................   (. Untuk
keperluan Badan/Dinas .............................  tahun anggaran  ................., dengan ini
kani nyatakan dengan sebenamya bahwa :

1.   Jumlah  UP/GU/7U /SPP-UP/GU/7U/ tersebut diatas akan dipergunakan untuk
keperluan  guna membiayal kegiatan yang akan  kami  laksanakan  sesuai  DPA
SKPD.

2.   Jumlah  UP/GU/7U /SPP-LJfyGt//TU/ tersebut tidak akan  dipergunakan  untuk
membiayai  pengeluaran-pengeluaran  yang  menurut  ketentuan  yang  berlaku
harus dilakukan dengan Pembayaran I.angsung (I.S) .

3.   Kami  bertanggungjawab  penuh  atas  penggunaan  UP/GU/7U /SPP-I/P/GU/TU/
tersebut diatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat untuk pengajuan SPP-UP/GU/7U dan dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamara,...............................

Pengguna Anggaran ,
Badan/Dinas..................

'Namal
NIP.
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2.   Surat Pernyataan Pertanggung|awhberi IS

HOP SKPD

SURAT pBRNyATAAH pERTAVGGunG`IAWAEIAN Ls
Nomor :

Sehubungan      dengan      Surat      Perintah      Membayar      Langsung      (SPM-rs)
nomor ................. tanggal .............. yang kami ajukan sebesar Rp

Untuk  keperluan  Badan/Dinas
anggaran ................., dengan ini kami nyatakan dengan sebenamya bahwa :

1.   Jumlah  Pembayaran  Langsung (LS)  tersebut diatas akan dipergunakan untuk
membayar  penerima/pihak  ketiga  dalam  rangka  pelaksanaan  belanja  yang
tertuang  pada  SPM-I.S  tersebut  diatas  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

2.   Kami bertanggungjawab secara penuh atas penggunaan Pembayaran hangsung
(IS)  tersebut diatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Demikian   Surat   Pemyataan   ini  dibuat  untuk  pengajuan   SPM-rs   dan   dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukamara,...............................

Pengguna Anggaran ,
Badan/Dinas..................

Materai

(Namal
NIP.
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3.   Surat Pemyataan Veriflka.I K®lengha|]an dan Peng®sahan SPP-
rm|cira|"|rs

HOP SKPD

SURAT PERNTATAAN vERIFIKAsl KELENGKAPAN DAN pENGESAIIA]r
s[m-rm|®ng|Tra|rs

Nomor

Sehubungan   dengan   SPP   ........   Nomor   ...........   Tanggal   .........   dan   SPM   .........
Nomor   .................   Tanggal   ..............   yang   kami   ajukan   dengan   nilai   sebesar

( ................................ ).  Pada Badan/Dinas
tahun anggaran ................., menyatakan bahwa dengan ini kami telah :

1.    Melakukan  verifikasi  SPP-UP/GU/TU/If  beserta  bukti  kelengkapannya yang
diajukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu;

2.    Meneliti kebenaran materil surat bukti mengenai hak pihak penagih;
3.    Meneliti    dokumen    SPD    untuk    memastikan    ketersediaan    dana    yang

bersangkutan tidak melebihi sisa anggaran;
4.    Meneliti  kelen8kapan  dan   keabsahan   bukti-bukei   transaksi  dan   dokumen

pelpajakan terkait;
5.    Meneliti kesesuaianjumlah perhitungan pengajuan GU, LPJ penggunaan up dan

bu kti-bukti transaksinya.
6.    Kelengkapan    dokumen    yang    menjadi    persyaratan/sehubungan    dengan

ikatan/peljanjian pengadaan Barang/jasa.
7.    Menyiapkan SPM.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukanara,

PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD,

NIP.....................................,
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4.   Surat Pemyataan Ke"jonn Hanga

HOP PERUSAIIAA)I

SURAT PENYATAAN XEWAIARAN HARGA
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

Nana
Jabatan
Bertindak  Untuk dan
Atas Nana perusahaan  :          ...

Menyatakan  dengan  sebenarnya bahwa harga yang kani  tawarkan  sesuai  surat
nomor
up).

tanggal adalah wajar (tidak ada mark

Jika dikemudian hari ditemukan bahwa harga yang kami tawarkan tersebut tidak
wajar  (ada  mark  up),  maka  kami  bertanggungjawab  sepenuhnya  dan  bersedia
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian pemyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggungjawab.

Sukanara,...............................

Yang menyatakan ,
FT/CV

Nana I,engkap
Jabatan
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6.   Surat Pemyataan Penggrnaan Dane BOSDA

HOP SURAT

SURAT PBRNYATAAN
Nomor :

Yang  bertanda  tangan  dibawah  ini  Kepala  SDN  ................................,  menyatakan
dengan   sebenamya   bahwa   dana   BOSDA   SDN   ............ „ ........................   untuk
bulan   .............   s/d   ............,   kami   belanjakan   berdasarkan   DPA   SKPD   Dinas
Pendidikan     dan     Kebudayaan     Kabupaten     Sukamara    tahun     ..........     pa.da
kegiatan     ....................     (Penyediaan     Bantuan     Operasional     Sekolah     Daerah)

No, Rode Rekenlng t'ralan Jundh
(RInclan ObJek| (Rp.I

Jundah

Terbiinng :  ...-.-.. n

Adapun bukti-bukti pengeluaran yang ada pada kami, akan kami sampaikan kepada
Dinas  Pendidikan  dan  Kebudayaan  Kabupaten  Sukamara  Up.  Sekretaris  Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Selaku Pejabat KPA.

Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan menjadi tanggungjawab kami dan kami
siap untuk memperbalki dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dana BOSDA
tersebut sesuai dengan juknis dan peraturan lain yang berlaku.

Demikian   surat   pemyataan   ini   kami   buat   dengan   sebenamya   dan   dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetchui
KPA

Sukamara,....................

Kepala,  SDN  ....................
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NIP.  ..
6.   Surat Pornyataan Penggunaan Dane BOX

HOP SURAT

SURAT PERNYATAAN
Nomor :  ...........,.....,.................

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UFTD  ..................., menyatakan dengan
sebenarnya bahwa Dana B0K  ....................  untuk bulan  ............  a/d  ............, kami
belanjakan    berdasarkan    DPA    SKPD    Dinas    Kesehatan    tahun    ..........    pada
kegiatan

No, Kod® R®k®nlng Umlan Jufnlah
|RInclan Objek| 'Rp.I

Jundh
Terbtwng

Adapun bukti-buldi pengeluaran yang ada pada kami, akan kami sampaikan kepada.
Dinas           Kesehatan            Bidang
Pejabat

Selaku

Apabila terdapat kekeliruan dan kesalahan menjadi tanggung).awab kami dan kami
slap  untuk  memperbald  dan  mempertanggungjawabkan  pengeluarari  Dana  BOK
tersebut sesuai dengan juknis dan peraturan lain yang berlaku.

Demikian   surat   pemyataan   ini   kami   buat   dengan   sebenarnya   dan   dapat
dipergu nakan sebagaimana me stinya.

Mengetahui :
PA`lYPA.

Sukamara,....................

Kepala,  UFyl`D  ....................
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7.   Fakta tnt:egrita8

FAI[TA [NTEaRITAs

Pada hari ini .................  tanggal  . . .

yang bertanda tangan di bawah ini

1.   Nana
NIP

bulan

Jabatan                                            :   PA/KPA  .......................
Bertindak untuk dan atas nana :         Badan/Dinas

2.   Nana
NIP
Jabatan                                :  PPKom

tahun

Bertindak untuk dan atas mama :           Badan/Dinas ................
3.   Nana

NIP

kahi

Jabatan                                 :  Pejabat pengadaan .......
Bertindak untuk dan atas nana :          Badan/Dinas ................

4.   Nana
NIP
Jabatan                                           :   Penyedia  .......................
Bertindak untuk dan atas nana :           PT/CV/Toko ............... „

Dalam ran8ka pekeljaan  ............................  pada  .....................   dengan ini
menyatakan baliwa :
1.   Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2,   Akan    mentaati    peraturan    tentang    Pedoman    Pengadaan    Barang/Jasa

dilingkungan   Pemerintah  Kabupaten  Sukamara  dan  peraturan  perundang-
undangan yang terkait dengan pengadaan.

3.   Tidak akan  melakukan  persekongkolan/pengaturan/keq.asama diantara  para
Calon  Penyedia  Barang/Jasa  lain  dan/atau  Pejabat/Aparatur  dilingkungan
Pemerintah  Kabupaten  Sukanara  dan/atau  Panitia  Pengadaan  yang  dapat
mengakibatkan teljadinya persaingan usaha tidak sehat.

4.   Ahan  melaporkan  kepada  Amp  dilingkungan  Pemerintah  Kabupaten  Sukanara
dan/atau LKPP apabila mengetahui ada indikasi KN di dalam proses pengadaan ini.

5.   Akan  mengikuti  proses  pengadaan  secara  bersih,  transparan  dan  profesional
untuk memberikan hasil keria terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

6.   Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam F`AKTA INTEGRITAS,  sanksi
administratif,  menerima  sanksi  ini,  bersedia  menerima  pencantuman  dalam
daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Sukamara...........................

1.      PA/KPA

2.      PPKom

3.     Pejabat pengadaan

4.       Penyedia  ................... „..

(Nama'
NIP.

INama'
NIP.

(Nama'
NIP.

(Nana)
Pinpinan
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8.   Sumt Permohonan Perg®semn Anggaran Ka3

HOP SKPD

SuRAT PEREOHomN pERGESERAnr ANGaARA)I xAs

Nomor         :
Lanpiran   :
Perihal       :   Permohonan p®rgeseran

chggaran Has

Sukamara,......................,........

Kepada,

Yth.     Kepala BPKAD Kabupaten
Suke-a

di-
Tempat

Dengan           melihat           karakeeristik          kegiatan
program   .........................   No.   DPA  .......................,  dengan  ini  kami  mengajukan
usulan pergeseran anggaran kas dengan alasan dan pertimbangan antara lain :

Adapun rincian besaran nilai yang kami usulkan pergeseran adalah sebagal berikut :

Na,
Sebelum Pengesemn Trimulan..... Uwhn Pergesemn Tri-a ® , , , ,
Kode Ural An88a 81 81 81 Rode Urala An8ga BID 81 81Reke ran Rck® ranan a,,n,,n®, n a,,n,®nln£ lRp.I nlnI lRp.I

Jumlah Jundh
Demikian surat perlnohonan ini kami buat atas perhatiannya kami sampaikan
terima kasih .

Kepala SKPD
Selaku Pengguna Anggaran

Nana
NIP.
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9.   Surat Pengenbalian SPM

HOP SRTI)

Nomor        :
hapiran  :
Perihal      :    PengenballanspM

Sukanara,.............,.................

Kepada,

Yth.     PA/KPA satuan
Kelja

Bersama    ini    terlampir    Surat
Persediaan / Ganti         Uang/ Talnbahan
UP/GU/TU/LS)      caudara      Nomor      :

Tempat

Perintah    Membayar    Uang
Uang/ I-angsung          (S PM-

tanggal .......... bulan .............. tahun ............ dikembalikan karena tidak
memenuhi syarat untuk diproses.

Adapun kekurangannya sebagai berikut :

2....................................................

Demildan  disampaikan,  atas  keljasamanya  diucapkan  terima
kasih.

Kuasa Bendahara Umum
Daemh

Na"
NIP.
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10.  Contoh Fomat Kwltansl Pemtinyaran Secara Tunal

Lembar

Terima Dari

Uang Sejundah
Untuk Pembayaran

rmTAHsl

Dibayar dan dibukuhan di
Pada Tanggal           :  ...........
Bukti Kas/ No
PadaRekening      :
Jenis Pengeluaran:

Bendahara Pengeluaran SKPD ................
Kabupaten Sukamara

Terbtlc[ng Rp.

Mengetahui/Menyetujui       Lunas Dibayar Tgl.
Pengguna Anggaran ,

Bendahara
Pengeluaran,

Sukanara,
Tanda Terima,

(Materai)

Nana
Alanat

Ccutttan ..
1.   Kuitansl digunalca:n unfu:k administrasi penbayaran up/ GU/ TU
2.   Uttwk  tra:nsckst  non  tw:nat  mctahi  CMS,  kwi±ansi pembayarcm  berupa  bukfi

otorisasl trarrsa:ksi transfier dart PA/ KPA
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11.  Contoh Forinat Kwltansl Pembayaran Secara Non Tuml

NOTA PERIIITUNGAN PEMBAYARAN
Urusan
Pemerintahan
Pr08ran
Kegiatan
Sub Kegiatan
Kode Rekening
Jenis Belanja
Lunas Tanggal
Nomor Buku Kas
Nomor Rekening
Nana Bank
NPWP

roRE Ls

Telah Terima Dari       :   Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna AnggaJ.an SKPD ....
Kabupaten Sukanara Tahun Anggaran ............

Terbilang                                :     "  .......................  RUPIAH  "

Untuk Pembayaran

Jumlah Nilai

Pekeljaan

Berdaarkan :    1. DPA-SKPD ...... Kabupaten Sukamara Nomor :  ...
Tanggal................

2. Surat Peljapjian Kontralc Nomor :  ....... Tanggal .
3. Addendum Surat Peljanjian Nomor : ..... Tanggal
4. Jaminan Uang Muka Nomor :  ........... Tanggal ....
5. Khasus Unfuk Pengadaan Kendaraan lit:nas :

Harga Off The Road

BEN-KB (Bea Balik Nana Kendaraan Bermotor)

PKB (P?jak Kendaraan Bemotor)

Biaya Administrasi dan lain-lain

TorAI         =

6. Dokumen Pendrfatng Pembayaran (terlanpir)
Telah Lunaspajak      :
PPN
Pph
Pajak Daerah
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Setuju dibayar,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran SKPD ............... Kabupaten

Sukanara,
Tahun Anggaran .............,

Sukanara,.,....................

Yang Menerima,
PT/CV

Direktur

Lunas dibayar :
Tanggal :
Bendahara Pengeluaran ,
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12.  Contoh Format Dokumen CheclEust Persyaratan Penerbltan SPP-UP

HOP SKPD

CI[ECKI;IST PERSYARATAN PENERBITAN
SURAT pERMmAAN pENBAyARAN (sppi

SKPD :
•ENls TAG[HA)I :  ZJA: ]\ro pERSEz}IAAz\r

NO. pErsyARATAV ADA TIDJut
1. Surat Pengantar SPP-UP
2. Ringkasan SPP-UP
3. Rincian SPP-UP
4. Salinan SPD

5.

Surat Pemyataan untuk ditandatangani oleh PA/ KPA
yang  menyatakan  bahwa  uang  yang  diminta  tidak
dipergunakan     untuk     keperluan     selain     uang
persediaan saat pengaiuan SP2D kepada Kuasa BUD

6. Lanpiran lainnya

Catatan : Lcrmpiran Zalnnya terdi;ri dcin kelenghapan dokurnen ycmg persyaratan uutuk
sedap je"is SPP sesucri dengan perafuran boJ,pafi.

Sukanara,
PPK-SKPD,

NIP.............................,...,,®,,
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13.  Contoh Format Dokumen Checklist Persyaratan Penerbltan SPP-GU

HOP SKPD

CIIECKLIST PERSYARATAN PERERBITAN
SURAT PBRHINTAAN pEMBAyARAIr (sppi

SKPD :
JENls TAGIIIAN : oAJ\rzT trbL]hre pERSEz)mAJ\r

NO. pERsyirmTAV ADA TIDAK
1. Surat Pengantar SPP-GU
2. Rindrsan SPP-GU
3. Rincian SPP-GU
4. Salinan SPD

5.
Surat    Pengesahan    Iaporan    Pertanggungjawaban
Bendahara Pengeluaran atas penggunaan dana SPP-
UP/ GU/TU sebelumnya

6.

Surat Pemyataan untuk ditandatangani oleh PA/ KPA
yang  menyatakan  bahwa  uang  yang  diminta  tidak
dipergunakan   untuk  keperluan   selain   ganti   uang
persediaan saat penfai.uan SP2D kepada Kuasa BUD

7. Lempiran lainnva

Catatan : Lanpircm lalnnya terdiri dart kelenghapan dolou,men ga:ng persyaratan urrfu,k
sedap jer[is SPP sesual dengcm peratu:raf. bu:pcrfu.

Suk-a,.....
PPK-SKPD,

NIP......................................
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14.  Contoh Format I)okumen Checml8t P®rsyamtan Pen®rbitan SPP-TU

HOP SKPD

CHEcxL[sT PERSTARATAN PENERBITA)I
SURAT pERItunAAN pEMBAyARAN (spp)

SKPD :
-rms TAGIHAN :  rAAmAHAJ\r tIAz\re FERSEz}zAAJ\r

NO. PBRSYARATAV AI)A TIDAK
I. Surat Pengantar SPP-TU
2. Ringkasan S PP-TU
3. Rincian SPP-TU
4. Salinan SPD
5. Surat Pengesahan SPJ

6.

Surat Pemyataan untuk ditandatangani oleh PA/ KPA
yang  menyatakan  bahwa  uang  yang  dininta  tidak
dipergunakan untuk keperluan selain tanbahan uang
persediaan saat 1)engaiuan SP2D kepada Kuasa BUD

7.
Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan
pengisian tambahan uang persediaan

8. Lanpiran Lainnya

Catatan .. Lcrmpinm lcinnga terdiri dart kelengkapan dokumen gang persyaratan uritulc
setiep jenis SPP sesual dengan peraturan bu,pafi.

Sukamara,
PPK-SKPD,

NIP......................................
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15.  Contoh Format Dokumen Ch®ckllst P®rsyaratan P®nerbltan SPP-rs

HOP SRTD

CHECKLIST PERSYARATAN PENERBITAN
SURAT pERMmTAAN pEMBATARAIi (spp)

SRTD :
JEN\S TAIa"AIN .. Belanja Pegowab Barang dar. basa, Bunga, S-LbstdL Htbah,
Bandran   Soedal,   Modal   Tidak   Terduga,   Transifer,   dai.   Pengeluaran
Pembtogcan

NO. pBrsyARATAN ADA TIDAK
1. Surat Pemzantar SPP-I.S
2. Ringkasan SPP-LS
3. Rincian SPP-LS
4. Salinan SPD
5. Lampiran I.chnya

Ccl.totan :
1.   Lampiran  lcrinnya  terdiri  darn  kelengkapan  dokirmen  yang  persgaratctn utuk

setiap je"is SPP sesu,cri dengan peraturan bupafu
2.   Belanja Bara;ng dan Jasa, Bctadya Modal Checkhist ditandatangarti oleh PP'IK dart

PPK-SKPD
3.    Belanja   Tidak   Terduga,   The;nsfier   da,in   PengehaLran   PemhiayacLn   Cluecklist

ditcundatarigawi oleh PPK-PPKD

Sukanara,
PPK-SKPD,

NIP......................................
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16.  Contoh Fomat Dohaen Surat Pesanan

qfop s.rm;t sat.ran keda pe8abat peinl.oLat korattmen)

SURAT prsANAN (sp)

Halaman..........dari..............

PAKET PEKERIAAN :

SATUAH XERIA :

HOMOR DA)I TA)IGGAL SP :

NAMA PENYBDIA BARA)lG

SUMBER   DANA   :   (sebagai   contoh,   cantumkan   "dibebankan   atas   DPA-SKPD
................      tahun     anggaran      ................      untuk     mata     anggaran     kegiatan

WAKTU     PEIAKSANAAN     PEKERJAAN     :
kalender/bulan/tahun

(        ............-....-. )        hari

Nilal  paket pekeq.aan  Rp .......................  ( ................................ )

NILAI PEKERIAAH

No, Uralan Pek®daan Kunntlt,, SatuanUkuran Har8aSattlanlRp.I JumlahHar8a'Rp.I

Juulah

TEREltAVG : . .

]NSTRUI[SI  KEPADA  PENYEDIA  :   Penagihan  hanya  dapat  dilakukan   setelah
penyelesaian  pekeljaan yang diperintahkan  dalam  SP ini dan  dibuktikan  dengan
Berita Acara Serah Terima. Jika pekeljaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka
waktu  pelaksanaan  pekeljaan  karena  kesalahan  atau  kelalaian  penyedia  maka
penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK sebesar  1 / 1000 (satu
per  seribu)  dari  nilai  SP  atau  bagian  tertentu  nilai  SP  sebelum  PPN  setiap  hari
kalender keterlambatan.

Untuk dan atas nana ....................
Pejabat Pembuat Komitmen/ PA/ KPA,

(Tanda tangan dan cap Oiha salinan asli
ini unfick pen;g edia TrLalca rekatkan

materal Rp.  10.000,-)

(Nana lengkap)
(Jabcrton)

Untuk dan atas nana penyedia

(Panda tangcm dan cap Oika sdi:ra;n asti
iwi urrfu:k proyek/ satuam kerja Pejabat

Pembuat Komitmen maka rekctthan
materal Rp.  10.000,-)

(Ncrma lengkap)
(Jabatan)
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17.  Contoh Format Dokumen Surat Perintah Ketla

quop sura:± scaran ker]a I.edabat I.emhaLat komranen}

SATUAH KERIA :
®,,,®,,,®,,®,,,,,,.......,,,,,,,,,®,,

SURAT PERINTAII RER.A (SPK)         NOMOR DAN TANGGAL SPK :
®,,,,,,,..................,,,,,,,,,,,®,,,,,,,®,,,,

Halaman  ..........  dari  ......... „ , . .
NOMOR DAN TANGGAL SURAT
UNDANGAN PBNGADAAN LANGSUNG

PAKET PEKERJAAN : NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA
HASIL PENGADAAN LANGSUNG :

SPK ini mulai berlaku efeldif terhitung
sejak tanggal diterbitkannya SP dan
penyelesalan keseluruhan pekeljaan
sebagaimana diatur dalam SPK ini

SUMBBR   DANA   :   (sebagal   contoh,   cantumkan   "dibebankan   atas   DPA-SKPD
tchun    anggaran

WAKTU     PELAKSANAAN     PEKERIAAN     :
kalender/bulan/tahun

Nilai Paket Peker|.aan Rp .......................  (..

untuk    mata    anggaran    kegiatan

NILAI PBKERJAA)I

(        ................... )        hari

No, Uralan Pekedaan Kuantltae SaturnUkuran Har8aSaturn(Rp.I JumlahHarga'Rf'.)

Jundh
TERE-a :
INSTRUKSI  REPADA  PENYEDIA  :   Penagihan  hanya  dapat  dilakukan  setelah
penyelesalan pekeljaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan dengan
Berita Acara Serah Terima Pembayaran melalui Kas Daerah Kabupaten Sukamara,
pembayaran    yang    dibayarkan    melalui    Bank    .................     Nomor    Rekening

atas nana penyedia barang/jasa Jika pekeljaan
tidak  dapat  diselesaikan  dalam  jan8ka  waktu   pelaksanaan  pekeljaan  karena
kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia berkewajiban untuk membayar
denda  kepada  PPK  sebesar  1/1000  (satu  per  seribu)  dari  nilai  SPK  atau  bagian
tertentu nilal SPK sebelum PPN setiap hari kalender keterlambatan.
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Untuk dan atas nana ....................
Pejabat Pembuat Komitmen,

(Ttmda tangan dan cap Oika salhan asti
iwi urrfui.k pen:gedin ma]ca relcatka:n

materai Rp.  10.000,-)

(Ncrma lengkap)
(Jabatan)

Untuk dan atas nana penyedia

(Ttmda ta:ngctn dci,n cap ti{ka sal;i,nan asli
inn unfii:k prcryek/ safucm kerfe Pejaha;i

Pembua± Korriinen rnci.ka rekalkan
rrue±erai Rp.  10.000,-)

(Nana lenghap)
(Jabatw)
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18.  Contoh Format Dokumen Syamt Utnum Surat Pesanan dan Surat
Perlntah Keda

a.   Syant Umum Surat Pesanan
PENERIMAAH BARE)rG
Pejabat Pembuat Komitmen berhak atas suatu jan8ka waktu yang
memadai untuk memeriksa barang setelah serah terima barang dan
untuk menolak penerimaan barang yang tidak memenuhi spesifikasi
SP ini. Pembayaran atas barang bukan merupakan bukti penerimaan
barang tersebut.
IIAK ATAS ][BKAYAAN IRTELEKTUAL
Penyedia  barang  berkewajiban  untuk  memastikan  bahwa  barang
yang dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)
pihak   manapun   dan   dalam   bentuk   apapun.   Penyedia   barang
berkewajiban  untuk menanggung Pejabat Pembuat Komitmen dari
atau atas semua tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan
hukum   dan   biaya  yang  dikenakan   terhadap   Pejabat   Pembuat
Komitmen   sehubungan   dengan   klalm   atas   pelanggaran   HAKI,
temiasuk  pelanggaran  hak  cipta,  merek  dagang,  hak  paten  dan
bentuk  HAKI  lalnnya yang dilakukan  atau  diduga dilainikan  oleh
penyedia barang.
•ArmNAN MUTu DAN PENGEPAKAN
Penyedia barang menjamin bahwa barang termasuk pengepakannya,
memenuhi spesifikasi yang ditetapkan dalam SP ini, serta bebas dari
cacat mutu. Penyedia barang juga menjamin bahwa barang dikepak
sedemikian  rupa  sehingga  barang  terhindar  dan  terlindungi  dari
resiko  kerusakan  atau  kehilangan  selama masa transfortasi atau
pada saat pengirinan dari tempat asal sampai serah terima.

4.   PEMUTUSAN
Menyimpang dari pasal 1266 dan 1267 kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Pejabat Pembuat Komitmen dapat memutuskan SP ini dengan
pemberitahuan tertuHs kepada penyedia barang. Jika SP diputuskan
sebelum  walchi   pelaksanaan  pekeijaan  berakhir  dan  pemutusan
tersebut aldbat keadaan  kahar atau  bu]ran  karena kesalahan atau
kelalaian   penyedia   barang   maka   penyedia   barang   berhak   atas
pembayaran   pekerjaan   secara   Jfro   rate   sesuai   dengan   prestasi
pemasokan yang dapat diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

5.   pEmELIHARAAII LIHGKu"GAH
Penyedia  barang  berkewajiban  untuk  mengambil  langkch-langkah
yang memadal  untuk meundungi lingkungan  selama pelcksanaan
pemasokan barang serta membatasi gangguan lingkungan terhadap
pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan
SP ini.

6.   PERPAIAKAH
Penyedia barang berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea,
retribusi  dan  pungutan  lain  yang  dibebankan  oleh  hukum  yang
berlaku  atas  pelaksanaan  SP.  Semua  pengeluaran  perpajakan  ini
dianggap telah termasuk dalaln nilai SP.

7.   HUKUM YANG BERIAKU
Keabsahan, interpretasi dan pelaksanaan SP ini didasarkan kepada
hukum Republik Indonesia.

104



pENyELrsAIAii pBRSELlslHAN
Pejabat  Pembuat  Komitmen  dan  penyedia  barang  berkewajiban
untuk  berupaya  sungguh-sungguh  menyelesaikan  secara  damal
semua perselisihan yang tinbul dari atau berhubungan dengan SP
ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeljaan.
Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan  akan  diselesaikan  melalui  pengadilan  negeri  dalam
wilayah hukum Republik Indonesia.

9.   AMANDEHEN
SP ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta berlaku
jika disetujui oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan penyedia barang.

io. pENGALnIAH DAN/ATAu SUB KONTRAK
Penyedia     barang     dilarang     untuk     mengalihkan     dan/atau
mensubkontrakkan  sebagian  atau  seluruh  pekeljaan.  Pengalihan
seluruh pekeljaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nana
penyedia barang, baik sebagai akibat peleburan (mergen atau akibat
lainnya.

11. LARANOAN PEMBERIAN KOMISI
Penyedia   barang   menjamin   bahwa   tidak   satu   pun   personil
proyek/satuan  kelja  Pejabat  Pembuat  Komitmen  telah  atau  akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung
maupun  tidak  langsung  dari  SP  ini.  Penyedia  barang  menyetujui
bahwa   pelanggaran   syarat   ini   merupakan   pelanggaran   yang
mendasar terhadap SP ini.

Ccitcitan   :   Standar   dan   syara±   umum   SP   disesualhan   dengan
peidkscunan Pekeri cam

b.   Syamt Umum Surat Perintah K®da
1.   LINGKUP PEKER)Ann

Penyedia    yang    ditunjuk    berkewajiban    untuk    menyelesaikan
pekeljaan  dalam  jan8ka  waktu  yang  ditentukan,  sesuai  dengan
volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalaln SPK.

2.    HUKUM YA)IG BBRLAKU
Keabsahan, intelpretasi dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada
hukum Republik Indonesia.

3.    PENYEI)IA.ASA HANDIRI
Penyedia bertanggungjawab penuh terhadap personil serta pekeljaan
yang dilakukan.

4.  -GASPK
a.    PA/KPA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekeljann

dalam SPK sebesar harga SPK.
b.    Harga  SPK  telah  memperhitun8kan,  beban  pajak  dan  biaya

overhead serta biaya asuransi.
c.    Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam

daftar  kuantitas  dan  harga  (ztntrtJc  horLtrak  hanga  scrfutan  cztau
korttrak gabungan hat.ga sci.fuan dan lump sum)

5.    HAH KEPEMDIXAH
a.    PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait

langsung   atau   disediakan   sehubungan   dengan   jasa   yang
diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika diminta oleh PPK maka
penyedia    berkewajiban    untuk    membantu    secara    optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan
hukum yang berlarfu.
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b.    Hak   kepemilikan   atas   peralatan   dan   barang/bahan   yang
disediakan  oleh  PPK  tetap  pada  PPK  dan  semua  peralatan
tersebut hams dikembalihan kepada PPK pada saat SPK berakhir
atau ].ika tidak diperlukan lagi oleh penyedia.  Semua peralatan
tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat
diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat
pemakalan yang wajar.

6.    CACAT MUTU
PPK    akan    memeriksa    setiap    basil    pekeljaan    penyedia   dan
memberitahukan  secara  tertulis  penyedia  atas  setiap  cacat  mutu
yang   ditemukan.   PPK   dapat   memerintahkan   penyedia   untuk
menemukan   dan   mengungkapkan   cacat   mutu,   serta   menguji
pekeljaan   yang   dianggap   oleh   PPK   mengandung   cacat   mutu.
Penyedia bertanggung].awab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan
setelah serah terima hasil pekeljaan.

7.    PERPAJAKAN
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi
dan  pungutan  lain yang  sah yang dibebankan  oleh  hukum yang
berlaku atas pelaksanaan SPK.  Semua pengeluaran perpajakan ini
dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

8.    PENGAI.IHAN DAN/ATAU SUBKOHTRAX
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan
sebagian  atau  seluruh  pekeljaan.  Pengalihan  seluruh  pekeriaan
hanya  diperbolehkan  dalam  hal  pergantian  nalna  penyedia,  balk
sebagal akibat peleburan (ruerige7) atau akibat lainnya.

9.   JJrowAI
a.    SPK ini berlalm efektif pada tanggal penandatanganan oleh para

pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPK.
b.    Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulal kelja yang

tercantum dalam SPK.
c.    Penyedia  harus  menyelesaikan  pekeljaan  sesual  I.adwal  yang

ditentukan.
d.    Apabila   penyedia   berpendapat   tidak   dapat   menyelesaikan

pekedaan       sesual      jadwal       karena       keadaan       diluar
pengendaliannnya   dan   penyedia   telah   melaporkan   kejadian
tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan
kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

10. AstJENSI
a.    Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPK sampal dengan

tanggal selesainya pemeliharaan untuk :
1)    Semua barang dan peralatan yang mempunyal resiko tinggi

teljadinya kecelakaan, pelaksanaan pekeijaan, serta pekelja
untuk  pelaksanaan  pekeriaan  atas  segala  resiko  terhadap
kecelakaan,  kerusakan,  kehilangan  serta  resiko  lain  yang
tidak dapat diduga.

2)    Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keljanya.
3)    Perlindungan terhadap kegagalan bangunan.

b.    Besamya asuransi sudah diperhitun8kan dalam penawaran dan
termasuk dalam harga SPK.
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1 1 . pENANGcuNGAN DAN REsmo
a.    Penyedia  berkewajiban  untuk  melindungi,  membebaskan  dan

menanggung  tanpa  batas  PPK  beserta  instansinya  terhadap
semua bentuk tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan,
kerugian,    denda,    gugatan   atau    tuntutan   hukum,    proses
pemeriksaan  hukum  dan  biaya yang dikenakan  terhadap  PPK
beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan
tesebut   di   sebabkan   kesalahan   atau   kelalalan   berat   PPK)
sehubungan  dengan  klaim  yang  timbul  dari  hal-hal  berikut
terhitung  sejak  tanggal  mulai  kelja  sanpal  dengan  tanggal
penandatanganan berita acara penyerahan akhir :
1)    Kehilangan   atau   kerusakan   peralatan   dan   harta   benda

penyedia dan personil.
2)    Cidera tubuh, sakit atau kematian personil.
3)    Kehilangan atau  kerusakan harta benda dan cidera tubuh,

sakit atau kematian pihak ketiga.
b.    Terhitung  sejak  tanggal  mulal  kelja  sampal  dengan  tanggal

penandatanganan  berita acara penyerahan awal,  semua resiko
kehilangan  atau   kerusakan  basil  pekeljaan  ini,   bahan  dan
perlengkapan merupahan resiko penyedia, kecuali kerugian atau
kerusakan tersebut diakibatkan  oleh  kesalahan atau  kelalalan
PPK.

c.    Pertanggungan   asuransi   yang   dimiliki   oleh   penyedia   tidak
membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

d.    Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekeljaan atau bahan
yang menyatu dengan hasil pekeq.aan selama tanggal mulai kelja
dan batas akhir nasa pemeliharaan hams diganti atau diperbaiki
oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau
kerusakan   tersebut   teljadi   aldbat   tindakan   atau   kelalaian
penyedia.

12. PENGAWASAN DAN pBMBRIrsAAH
PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap
pelaksanaan  pekebaan  yang  dilaksanakan  oleh  penyedia.  Apabila
diperlukan  PPK dapat  memerintahkan  kepada pihak ketiga  untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan
pekeljaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. PENGUJEN
Jika PPK atau pengawas pekeriaan memerintahkan penyedia untuk
melakukan   pengujian   cacat  mutu  yang  tidak  tercantum  dalam
spesifikasi  teknis  dan  gambar  dan  hasil  uji  coba  menunjukkan
adanya cacat mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung
biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya cacat mutu
maka uji coba tersebut dianggap sebagai peristiwa kompensasi.

14. LAPORA)I HASII, PEXERIAAN
a.    Pemeriksaan   pekeljaan   dilakukan   selana   pelaksanaan   SPK

untuk menetapkan volume pekeljaan atau kegiatan yang telah
dilaksanakan     guna    pembayaran     hasil     pekeq.aan.     Hasil
pemeriksaan  pekeq.aan  dituan8kan  dalam  laporan  kemajuan
hasil pekeriaan.

b.    Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan
pekeljaan,    seluruh    aktivitas    kegiatan    pekerjaan    dilokasi
pekeljaan  dicacat  dalam  buku  harian  sebagai  bahan  laporan
harian  pekeljaan  yang  berisi  rencana  dan  realisasi  pekeljaan
harian.
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c.     Laporan harian berisi :
1)    Jenis dan kuantitas bahan yang berada dilokasi pekeq'aan
2)    Penempatan tenaga kelja untuk tiap macam tugas nya
3)    Jenis, jumlah dan kondisi peralatan
4)    Jenis dan kuantitas pekeljaan yang dilaksanakan
5)    Keadaan cuaca termasuk hujan,  banjir dan  peristiwa alam

lainnya yang berpenganih terhadap kelancaran pekeriaan
6)    Catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan

d.    Ifaporan   harian   dibuat   oleh   penyedia,   apabila   diperlukan
diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh PPK.

e.    Laporan  mingguan  terdiri dari rangkuman laporan harian  dan
berisi hasil kemajuan fisik pekeijaan dalam periode satu minggu,
serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

f.     I.aporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan
berisi hasil kemajuan fisik pekeljaan dalam periode satu bulan,
serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

9.    Untuk  merekam  kegiatan  pelaksanaan  proyek,  PPK  membuat
foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekeljaan di lokasi pekeljaan.

1 5. wAlrm7 pENyELESAIAN PEKERIAAN
a.    Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk

memulai pelaksanaan pekeljaan pada tanggal mulai kelja dan
melaksanakan  pekerjaan  sesuai  dengan  program  mutu  serta
menyelesaikan   pekeljaan   selambat-lambatnya   pada   tanggal
penyelesaian yang ditetapkan dalam SPK.

b.    Jika  pekeljaan  tidak  selesai  pada  tanggal  penyelesaian  bukan
akibat keadaan  kahar atau  peristiwa kompensasi atau  karena
kesalahan  atau  kelalaian  penyedia  maka  penyedia  dikenakan
denda.

c.    Jika   keterlambatan   tersebut   semata-mata   disebabkan   oleh
peristiwa     kompensasi     maka     PPK     dikenakan     kewajiban
pembayaran ganti rugi.  Denda atau  ganti rugi tidak dikenakan
jika  tanggal  penyelesaian  disepakati  oleh  para  pihak  untuk
dipexpanjang.

d.    Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
tanggal penyelesalan semua pekeljaan.

16. SERAH TERnlA PEKERJAAH
a.    Setelah pekeljaan  selesai  loo  % (seratus perseratus),  penyedia

mengajukan   permintaan   secara   tertulis   kepada   PPK   untuk
penyerahan pekelj aan.

b.    Dalam rangka penilaian basil pekeljaan, penyedia bersama-salna
PPK melakukan pemeriksaan atas hasil pengadaan.

c.    Penyedia  menyerahkan  hasil  pekeljaan  kepada  PPK.  Apabila
terdapat     kekurangan-kekurangan     dan/atau     cacat     hasil
pekeljaan,  penyedia wajib memperbaiki/menyelesalkannya atas
perintah PPK.

d.    PPK  menerima  penyerahan  pertama  pekeriaan  setelah  seluruh
hasil pekeljaan dilakeanakan sesuai dengan ketentuan SPK.

e.    Pembayaran dilakukan sebesar  100 0/o (seratus perseratus) dari
harga SPK dan penyedia harus menyerahkan sertifikat garansi
sebesar 5 % (lima perseratus) dari harga SPK.

17. .AMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI
a.    Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan tiika

ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan
secara  wajar oleh  PPK,  barang tidak mengandung cacat  mutu
yang  disebabkan  oleh  tindakan  atau  kelalalan  penyedia,  atau
cacat mutu akibat desain, bahan dan cara kelja.
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b.    Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku samapi dengan  12  (dua
belas) bulan setelah serah terima barang atau jangka waktu lain
yang ditetapkan dalam SSKK.

c.    PPK  akan  menyampaikan  pemberitahuan  cacat  mutu  kepada
penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut semala
masa layanan pumajual.

d.    Terhadap   pemberitahuan   cacat   mutu   oleh   PPK,   penyedia
berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti barang dalam
jangha waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e.    Jika penyedia tidak memperbalhi atau mengganti barang akibat
cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan
menghitung  biaya  perbaikan  yang  diperlukan  dan  PPK  secara
langsung atau melalui pihak ketiga yang ditun].uk oleh PPK akan
melakukan  perbaikan  tersebut.  Penyedia  berkewajiban  untuk
membayar  biaya  perbaikan  atau  penggantian  tersebut  sesuai
dengan  klaim  yang  diajukan  secara  tertulis  oleh  PPK.  Biaya
tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilal tagihan penyedia.

f.     Terlepas    dari    kewajiban    penggantian    biaya,    PPK    dapat
memasukkan  penyedia yang  lalai  memperbaiki  cacat  mutu  ke
dalam daftar hitam.

18. PERUBAIIAN SPK
a.    SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b.    Perubahan  SPK  bisa  dilaksanakan  apabila  disetujui  oleh  para

C.

pihak, meliputi :
1)    Perubahan  pekeljaan  disebabkan  oleh   sesuatu   hal  yang

dilakukan  oleh  para pihak dalam  SPK  sehingga mengubah
lingkup pekeljaan dalam SPK.

2)    Perubahan  jadwal  pelaksanaan  pekeljaan  aldbat  adanya
perubahan pekelj aan.

3)    Perubahan  harga  SPK  akibat adanya perubahan  pekeljaan
dan/atau perubahan pelaksanaan pekeljaan.

Untuk kepentingan perubahan SPK,  PA/ KPA dapat membentuk
pejabat peneliti pelcksanaan kontrak atas usul PPK.

ig. PERISTIVA KormENSAsl
a.    Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal

sebagai berikut :
1)    PPK     mengubah     jadwal     yang     dapat     mempengaruhi

pelaksanaan pekelj aan
2)    Keterlanbatan pembayaran kepada penyedia
3)    PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau

instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan
4)    Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal
5)    PPK    menginstruksikan    kepada    pihak    penyedia    untuk

melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan
penguj lan               temyata               tidak               ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan

6)    PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeljaan
7)    PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang

tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK
8)    Ketentuan lain dalam SPK

b.    Jika     peristiwa     kompensasi     mengakibatkan     pengeluaran
tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekeljaan maka
PPK   berkewajiban   untuk   membayar   ganti   rugi   dan/atau
memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekebaan.

c.    Ganti   rugi   hanya  dapat   dibayarkan  jika   berdasarkan   data
penunjang  dan  perhitungan  kompensasi  yang  diajukan  oleh
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penyedia kepada PPK,  dapat dibuktikan  kerugian  nyata akibat
peristiwa kompen sasi.
Perpanjangan   waJctu    penyelesaian   pekeq`aan   hanya   dapat
diberikan  jika  berdasarkan  data  penunjang  dan  perhitungan
kompensasi  yang  diajukan  oleh  penyedia  kepada  PPK,  dapat
dibuktikan     perlunya    tambahan    waktu     aldbat    peristiwa
kompencasi.
Penyedia tidak  berhak atas ganti  rugi  dan/atau  perpanjangan
waktu  penyelesaian  pekeljaan  jika  penyedia  gagal  atau  lalai
untuk memberikan  peringatan  dini  dalam mengantisipasi atau
mengatasi dampak peristiwa kompensasi.

2o. PERPAN.ANGA)I wAKTu
a.    Jika    teljadi    peristiwa    kompensasi    sehingga    penyelesaian

pekeljaan akan melampaui tanggal penyelesaian maka penyedia
berhak   untuk   meminta   pelpanjangan   tanggal   penyelesafan
berdasarkan  data  penunjang.  PPK  berdasarkan  pertimbangan
pengawas    pekeljaan    memperpanjang    tanggal    penyelesaian
pekeljaan  secara  tertulis.  Pelpanjangan  tanggal  penyelesaian
harus   dilakukan   melalui   adendum   SPK  jika   perpanjangan
tersebut mengubah nasa SPK.

b.    PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah
melakukan  penelitian  terhadap  usulan  tertulis  yang  diajuhan
oleh penyedia.

21. pENGHErmlAH I]AH pEMUTUsAH SPK
a.    Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekeljaan sudah atau

tebadi keadaan kahar.
b.    Dalam  hal  SPK dihentikan  maka PPK wajib  membayar kepada

penyedia  sesual  dengan  prestasi  pekeljaan yang telah  dicapal,
termasuk :
1)    Biaya langsung pengadaan bahan  dan perlengkapan  untuk

pekeljaan ini. Bahan dan perlengkapan ini hams diserahkan
oleh penyedia kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik
PPK

2)    Biaya   langsung   pembongkaran    dan    demobilisasi    hasil
pekeljaan sementara dan peralatan

3)    Biaya langsung demobilisasi personil
c.    Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak

PPK
d.    Menyimpang  dari  pasal  1266  dan  1267  kitab  Undang-Undang

Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis
dapat dilakukan apabila :
1)    Penyedia       lalai/cidera      janji       dalam       melaksanakan

kewajibannya  dan  tidak  memperbaiki  kelalalannya  dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan

2)    Penyedia   tanpa   persetujuan   pengawas   pekeljaan   tidak
memulai pelaksanaan pekeljaan

3)    Penyedia  menchentikan  pekeljaan  selama  28  (dua  puluh
delapan)  hari  dan  penghentian  ini  tidak  teroantum  dalam
program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekeljaan

4)    Penyedia berada dalam keadaan pailit
5)       Penyedia selama masa SPK gagal memperbaiki cacat mutu

dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK
6)    Denda     keterlambatan     pelaksanaan     pekeljaan     akibat

kesalahan penyedia sudah melampaui 5 % (lima perseratus)
dari harga SPK dan PPK menilal bahwa penyedia tidak akan
sanggup menyelesaikan sisa pekeljaan
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7)    Pengawas    pekeljaan     memerintahkan     penyedia    untuk
menunda   pelaksanaan   atau   kelanjutan   pekerjaan   dan
perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari

8)    PPK   tidak   menerbitkan   SPP  untuk   pembayaran   tagihan
angsuran   sesuai   dengan   yang   disepakati   sebagalmana
tercantum dalam SPK

9)    Penyedia  terbulcti  malakukan  KKN,  kecurangan  dan/atau
pemalsuan  dalam  proses  pengadaan  yang diputuskan  oleh
instansi yarig berwenang

10) Pengaduan  tentang  penyimpangan  prosedur,  dugaan  KKN
dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang bervenang.

Dalam hal pemutusan SPK dflakukan karena kesalahan penyedia :
1)    Penyedia membayar denda
2)    Penyedia dimasukkan dalam daftar hitam

f.     Dalam   hal   pemutusan   SPK   dilakukan   karena   PPK   terlibat
penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran
persalngan  sehat  dalaln  pelaksanaan  pengadaan,  maka  PPK
dikanakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. PEMBAYARAN
a.    Pembayaran prestasi hasil pekeljaan yang disepakati dilakukan

oleh PPK, dengan ketentuan :
1)    Penyedia    telah    mengajukan    tagihan    disertal    laporan

kemajuan hasil pekeljaan
2)    Pembayaran    dilakukan    dengan    (Sistem    hafcznan/sistem

terrrdr./ pembayaran secara sekaligdsb
3)    Pembayaran    dilakukan    senilai    pekeriaan    yang    telah

texpasang,  tidak  termasuk  bahan/material  dan  peralatan
yang ada di lokasi pekerjaan

4)    Penyedia harus membayar denda (apabila ada)
5)    Pembayaran telah dipotong pajak dan uang retensi

b.    Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeriaan selesal
loo   °/o   (seratus   perseratus)   dan   berita   acara   penyerahan
pekelj aan diterbitkan.

c.    PPK dalam kurun waktu 7  (tujuh) hari kelja setelah pengajuan
permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan
surat permintaan pembayaran kepada PA/KPA.

d.    Bila  terdapat  ketidaksesuaian  dalam  perhitungan  angsuran,
tidak  akan  menjadi  alasan  untuk  menunda  pembayaran.  PPK
dapat  meminta  penyedia  untuk  menyalnpaikan  perhitungan
prestasi   sementara   dengan   mengesampin8kan   hal-hal   yang
sedang menj adi perselisihan.

23. DENDA
Penyedia  berkewajiban  untuk  membayar  sanksi  finansial  berupa
denda   sebagai   aldbat   wanprestasi   atau   cidera   janji   terhadap
kewajiban-kewajiban   penyedia  dalam   SPK  ini.   PPK  mengenakan
denda dengan  memotong angsuran  pembayaran  prestasi pekeljaan
penyedia.   Pembayaran   denda   tidak   mengurangi   tanggung).awab
kontraktual penyedia.
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24. PENYELESAIAH PERSELISIHA)I
PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh
menyelesaikan  secara  damai  semua  perselisihan  yang  timbul  dari
atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau
setelah   pelaksanaan   pekeljaan.   Jika   perselisihan   tidak   dapat
diselesaikan     secara     musyawarah     maka     perselisihan     akan
diselesaikan   melalui   pengadilan   negeri   dalaln   wilayah   hukum
Republik Indonesia.

25. IARANGAN PEHBERIAH KOMISI
Penyedia  menjamin  bahwa  tidak  satu  pun  personil  satuan  kelja
Pejabat Pembuat Komitmen telah atau akan menerima komisi atau
keuntungan tidak sah lainnya balk langsung maupun tidak langsung
dari  SPK  ini.  Penyedia  menyetujui  bahwa  pelanggaran  syarat  ini
merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Catatan   ..   Sgarat  unum   SPK   disesuallcan  dengan  peleksanaa:n
pekerfucun

D.   MONITORlavG DAN EVALUASI PENERAPAN JrtJZuns

Pelaksanaan dan penerapan petunjuk teknis harus secara terus menerus
dipantau sehingga proses penerapannya dapat beljalan dengan baik. Masukan-
masukan dalam setiap monitoring akan menjadi bahan dalam evaluasi sehingga
penyempumaan terhadap petunjuk teknis dapat dilakukan dengan cepat sesuai
dengan kebutuhan.

Secara  substansial petunjuk teknis akan  membantu  SKPD khususnya
Bendahara  Pengeluaran  dan  PPK-SKPD  maupun  pada  tingkatan  Kuasa  BUD
lebih   produktif  dan   dalam   melakukan   komitmen  jan8ka   panjang   untuk
membangun sebuah organisasi menjadi lebih efektif.

Tidak  selamanya  sebuah  petunjuk  teknis  berlaku  permanen  karena
perubahan peraturan selalu membawa pengaruh pada petunjuk teknis yang ada,
maka petunjuk teknis terus menerus dievaluasi agar prosedur dalam organisasi
selalu  merujuk pada akuntabilitas dan kinelja yang baik.  Evaluasi bertujuan
untuk melihat kembali tingkat keakuratan dan ketepatan petunjuk teknis yang
sudah  disusun  dengan  proses  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi  organisasi
sehingga ben.alan secara efektif dan efisen.

BAD rv
PENUTUP

Disusunnya   petunjuk   teknis   ini   agar   dapat   dijadikan   pedoman
penyelenggaraan  verifikasi  dan  penatausahaan  dokumen  pengeluaran  daerah
baik pada SKPD maupun pada SKPKD khususnya pada Kuasa BUD.  Dengan
tersusunnya petunjuk teknis ini maka pelaksanaan pelayanan perbendaharaan
menjadi lebih terukur dan transparan.

Petunjuk  teknis  ini  juga  memberikan  gambaran  bagalmana  proses
penerbitan   SPP-SPM   pada   tingkat   SKPD,   proses  verifikasi   atas   dokumen
kelengkapan  SPP yang diajukan oleh  bendahara pengeluaran kepada PA/KPA
melalui  PPK-SKPD.  Pada tingkatan  SKPKD  khususnya pada  Kuasa BUD yang
melekat pada Bidang Perbendaharaan,  petunjuk teknis ini dapat memberikan
kepastian    pada    saat   melakukan    proses    verifikasi    termasuk    pengujian
kelengkapan SPP-SPM yang disampaikan oleh PA/ KPA SKPD.
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Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi instrumen panting untuk
mendorong seluruh SKPD terrmsuk SKPKD dalam memperbaiki proses internal
dalam    ran8ka    pelaksanaan,    pertanggungjawaban    dan    penatausahaan
pengeluaran daerah agar dapat memenuhi proses pengelolaan keuangan daerah
yang taat pada peraturan perundang-undangan.


